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ABSTRAK 

 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur hukum jual 

beli, yang mendefinisikan transaksi tersebut sebagai suatu perjanjian ketika satu 

pihak berkomitmen untuk menyediakan suatu objek dan pihak lain setuju untuk 

membayar sejumlah yang disepakati. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis perjanjian jual beli cat PT Avian. Untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum untuk mengatasi wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli cat PT Avian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum-sosiologis dengan 

metodologi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari sumber 

primer dan sekunder, yang akan menjalani analisis kualitatif. Masalah penelitian 

ini dikaji melalui lensa teori penegakan hukum. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam melaksanakan 

perjanjian jual beli cat PT Avian, perusahaan memiliki kewajiban dan hak tertentu 

yang harus dilaksanakan. Hambatan bagi pelaksanaan perjanjian antara kedua 

belah pihak adalah jangka waktu pembayaran yang tidak mematuhi ketentuan 

yang disepakati. Upaya hukum untuk mengatasi wanprestasi dalam perjanjian jual 

beli cat PT Avian memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, 

termasuk penjual, pembeli, dan aparat penegak hukum. Penjual harus memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk membuat perjanjian, memastikan bahwa jika 

terjadi ketidaksesuaian, kreditur dapat segera menyelesaikan masalah tersebut 

dengan pembeli, yang kemudian dapat dengan sengaja memenuhi komitmennya 

untuk mencegah wanprestasi.. 

 

Kata Kunci : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli 
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ABSTRACT 

Article 1457 of the Civil Code governs sale and buy laws, defining the 

transaction as an agreement when one party commits to provide an object and the 

other party agrees to pay the stipulated amount.  The aims of this research are: 1) 

to identify and analyze the paint sale and purchase agreement of PT Avian.  To 

identify and analyze legal remedies for addressing default in the paint sale and 

purchase agreement of PT Avian. 

 This study employs a sociological-legal approach utilizing a descriptive 

analytical research methodology.  The utilized data comprises both primary and 

secondary sources, which will undergo qualitative analysis.  The research issue is 

examined via the lens of law enforcement theory. 

 The study's findings indicate that: 1) In executing the paint sale and buy 

agreement of PT Avian, the company possesses specific obligations and rights 

that must be performed.  The impediment to the execution of the agreement 

between the two parties is the payment timeline that fails to adhere to the 

stipulated terms.  Legal remedies for addressing default in the paint sale and 

purchase agreement of PT Avian necessitate cooperation from all parties 

involved, including the seller, buyer, and law enforcement authorities.  The seller 

must possess the requisite competence to enter into an agreement, ensuring that in 

the event of a discrepancy, the creditor may readily address the issue with the 

buyer, who can then deliberately fulfill his commitments to avert default.. 

 

Keywords: Legal Remedies for Default Resolution, Sales and Purchase 

Agreement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha berkembang semakin pesat ditandai dengan adanya 

perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat untuk melangsungkan kegiatan 

usahanya. Perjanjian memiliki arti yang sangat penting di dalam kehidupan, 

merupakan dasar dari segala aktivitas. Di dalam kehidupan bermasyarakat, 

manusia merupakan makhluk sosial hidup berdampingan bahkan 

berkelompok. Perjanjian memfasilitasi setiap manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari hari dengan bantuan orang lain. Oleh karena itu 

perjanjian merupakan sarana sosial untuk mendukung kehidupannya manusia 

sebagai makhluk sosial. Salah satu perjanjian yang sering di lakukan sehari 

hari yaitu jual beli, sering sekali tidak menyadarinya bahwa yang di lakukan 

merupakan salah satu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat 

akibat hukum bagi yang menjalankanya. Membeli dan menjual adalah dua 

kata kerja yang digunakan sehari hari yang apabila digabungkan keduanya, 

yang berarti salah satu pihak ada yang menjual suatu barang dan pihak 

lainnya membeli dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak lain 

makadari itu disebut perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang berlangsung 

sehari hari antara pihak penjual dan pembeli tidak selamanya perjanjian yang 

sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan suatu masalah, makadari itu 

harus diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang 

terkait tentang jual beli. 
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Interaksi di dalam lingkungan sosial manusia menghasilkan hubungan 

antar individu, yang dari perspektif hukum dapat dibedakan menjadi dua 

jenis: hubungan yang tidak memiliki akibat hukum yang khas dari hubungan 

sosial biasa, dan hubungan yang memiliki akibat hukum yang mencakup hak 

dan kewajiban. Ketika manusia dan entitas hukum terlibat dalam hubungan 

hukum, mereka menggunakan berbagai perjanjian seperti jual beli, sewa-

menyewa, pertukaran, kuasa jual, kuasa beli, dan lain sebagainya. Perjanjian 

menurut Pasal 1313 Ayat (1) KUHPerdata, perjanjian adalah “suatu peristiwa 

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perlu kita ketahui bahwa manusia 

mahluk hidup mempunyai ikatan yang sangat kuat, sangat alami dan tidak 

bisa dihilangkan. Pada waktu itu pembangunan sedang banyaknya dilakukan 

mulai dari pembangunan perkantoran serta rumah, berhubung dengan 

semakin banyaknya pembangunan tersebut, maka para pemilik modal tertarik 

dalam membuka sebuah toko bangunan yang menyediakan semen, baja 

ringan, atap rumah triplek, besi dan lain-lain. Tidak dapat dijauhi bahwa 

perbuatan hukum seperti jual beli selalu dijalankan dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. 

Pada umumnya perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang 

bertujuan untuk menyerahkan kepemilikan terhadap suatu barang yang 

diperjual belikan. Dalam transaksi jual beli, penjual harus menyerahkan 

barang yang dijual kepada pembeli, sementara pembeli memiliki keharusan 

untuk membayar harga terhadap barang tersebut kepada penjual. Biasanya 
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dapat disebutkan bahwa dalam kehidupan sosial, individu yang bersikap jujur 

atau memiliki niat baik perlu mendapatkan perlindungan, sementara individu 

yang tidak jujur atau tidak beritikad baik seharusnya menghadapi konsekuensi 

dari tindakannya sendiri. itikad baik merupakan faktor yang paling wajib 

dalam hukum, karena perilaku individu dalam masyarakat tidak selalu diatur 

oleh hukum tertulis. Sebaliknya, ada aturan yang didasarkan pada 

kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dan karena aturan-aturan 

tersebut hanya dibikin oleh manusia biasa, maka tidak ada yang sempurna. 

Sebuah perjanjian harus memenuhi syarat sahnya sesuai dengan Pasal 1320 

KUHPerdata, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan 

sebab yang sah. Dengan terpenuhinya keempat persyaratan tersebut, 

perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat para pihak yang terlibat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah 

memicu perkembangan berbagai jenis transaksi perjanjian, karena perjanjian 

merupakan instrumen hukum yang terus berkembang sejalan dengan 

perubahan sosial dalam masyarakat.  

Faktor-faktor yang mendorong perkembangan hukum perjanjian 

meliputi pertumbuhan pesat aktivitas bisnis dalam masyarakat modern serta 

peningkatan jumlah transaksi jual beli yang melibatkan masyarakat, 

pengusaha, dan pemerintah.1 Pada dasarnya perjanjian justru berasal dari 

perbedaan tujuan yang selanjutnya di tes untuk dicocokan melalui suatu 

ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut kemudian akan dibuat dengan 

 
1 Suharnoko, 2004,  Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Kencana, Jakarta, hlm. 1 
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ketentuan hukum yang bisa mengikat para pihak. Dalam perjanjian, aspek 

kepastian hukum dan keadilan sebenarnya akan muncul ketika perbedaan 

diantara pihak-pihak dapat diatasi melalui mekanisme kontraktual yang 

dijalankan secara profesional. Oleh karena itu, terbentuklah hubungan 

kontrak yang seimbang dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal yang sama 

berlaku dalam konteks perjanjian jual beli, yang merupakan fokus dari 

penelitian ini. Para pihak bertujuan untuk membangun hubungan bisnis yang 

dilaksanakan dengan adil.2  

Adapun ketentuan mengenai kondisi yang harus terpenuhi untuk 

tercapainya kesepakatan jual beli juga dijelaskan dalam Pasal 1458 

KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi apabila 

setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut 

serta harganya, walaupun barang itu belum diberikan dan harganya belum 

dibayar. Perjanjian jual beli bahan bangunan ini menarik untuk diteliti karena 

perjanjian jual belinya bervariasi, baik isi perjanjiannya, bentuk dan metode 

yang dilaksanakan.  

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 

ketentuan jual beli, yang mendefinisikannya sebagai suatu perjanjian di mana 

satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain berjanji 

untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Dalam hukum perdata, 

perjanjian didefinisikan sebagai suatu ikatan hukum mengenai harta benda 

 
2Agus Yudha Hernako, 2010, Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 6 
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antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak dan pihak lain 

menanggung kewajiban..3 

Suatu kontrak mengandung kewajiban untuk melakukan tindakan 

tertentu dan kewajiban untuk tidak melakukan tindakan lain. Kewajiban 

untuk melakukan suatu tindakan berarti melaksanakan tindakan positif dan 

sah yang mematuhi standar hukum dan perjanjian. Kewajiban untuk tidak 

bertindak berarti komitmen untuk tidak melakukan tindakan tertentu yang 

tercantum dalam perjanjian..4  

Hukum perjanjian dalam tata hukum Indonesia diatur dalam Buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perjanjian, 

yang merupakan hukum khusus dalam membuat perjanjian. Buku III 

KUHPerdata menganut sifat terbuka dan menganut asas kebebasan 

berkontrak, dimana para pihak diperbolehkan membuat perjanjian dengan 

siapa saja dan dimana saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang dan kesusilaan, adapun yang dimaksud dengan sifat terbuka adalah 

setiap orang bebas membuat perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-

undang maupun yang belum. Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum antara dua 

orang atau lebih disebut perjanjian, yaitu hubungan hukum antara orang-

orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban. 

Pasal 1557 KUHPerdata berbunyi: 

 
3 Verawati Br Sitompul, 2017,Buku Belajar Hukum Perdata, Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 56. 
4 Ibid, hlm 56 
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Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu 

tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia 

berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal 

gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik. 

PT Avian, atau dikenal sebagai Avian Brands adalah sebuah 

perusahaan cat dan produk-produk kimia Indonesia yang berkantor pusat 

di Surabaya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 November 1978 di 

Kabupaten Sidoarjo oleh Tan Tek Swie (Soetikno Tanoko).5 Pabrik kedua 

Avian Brands dibuka di Kota Serang, Banten pada tahun 1996, dan pabrik 

ketiga dibuka di Kota Medan, Sumatera Utara pada tahun 2007. Adapun 

produk PT Avian antara lain Avian, Avia, Avitex, Aries, No Drop, No 

Lumut, No Odor, Supersilk, Sunguard, Jasmine, Admiral, Boyo, Brilliant, 

Fres, Glovin, Yoko, Platinum, Aquamatt, Everglo, Lenkote Alkali Resisting 

Primer, Lenkote Wall Sealer, Lenkote Wall Putty, Belmas, PRO-X (mantan 

produk Mortar Utama), Giant Mortar, Lem VIP/MAX, Suzuka, Absolute Roof 

Coating, HomeDeco, WoodEco, VIP.6 

Perjanjian ada yang dibuat secara cuma-cuma dan ada juga perjanjian 

yang di buat atas beban. Suatu perjanjian yang di buat secara cuma-cuma 

yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu 

keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu maanfaat bagi 

dirinya sendiri, sedangkan perjanjian yang dibuat atas beban yaitu suatu 

perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk melakukan suatu yang 

 
5 https://avianbrands.com/produk, diakses 29 Desember 2024 pukul 11.00 WIB 
6 https://avianbrands.com/produk, diakses 29 Desember 2024 pukul 11.15 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://avianbrands.com/produk
https://avianbrands.com/produk
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menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian yang sah berlaku sebagi 

undang-undang bagi yang membuatnya, pihak pihak yang membuat 

perjanjian harus menaati perjanjian itu. Jika salah satu pihak melanggar apa 

yang sudah mereka sepakati bersama, maka pihak tersebut sudah melanggar 

undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. 

Jadi pihak yang sudah menyepakti suatu perjanjian melanggar apa yang sudah 

di sepakati, akan mendapat hukuman seperti apa yang telah di tetapkan dalam 

undang-undang. 

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan orang tidak melaksanakan 

apa yang sudah di perjanjian sebelum nya dikenal dengan istilah wanprestasi. 

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalainya seseorang untuk 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang di tentukan dalam perjanjian. 

Wanprestasi berhubungan erat dengan somasi.7 

Orang yang mempunyai hak untuk menuntut prestasi dalam sebuah 

perjanjan disebut kreditur sedangkan orang yang harus melaksanakan 

prestasinya disebut debitor, adapun hak seorang kreditur untuk menuntut 

prestasi dari debitur adalah sebagai berikut:  

a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasinya saja kepada debitur  

b) Kreditur dapat juga menuntut prestasi disertai juga dengan ada nya ganti 

kerugian kepada pihak debitur (pasal1267 KUHPerdata)  

c) Kreditur juga berhak menuntut atau meminta kerugian  

d) Kreditur juga dapat menuntut pembatalan perjanjian  

 
7 Salim H.S, 2005, Hukum kontrak teori & teknik penyusunan kontrak, Cetakan ke-3, sinar grafika, 

Jakarta, hlm 98 
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e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertakan dengan adanya ganti 

kerugian kepada pihak debitur.8 

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dicontohkan oleh Putusan 

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG. Pada bulan 

September 2014, Penggugat, Tn. Langsang, menandatangani perjanjian sewa 

menyewa tanah dengan Pemilik Tanah, Ny. Katharina Suban Raya, untuk 

menyewa properti selama satu tahun guna membangun kios dengan struktur 

sementara berukuran kurang lebih 10m x 20m. Setelah masa sewa berakhir 

pada bulan September 2015, sewa tersebut akan diperpanjang oleh Ny. Dorce 

Ndoen, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Pada bulan April 2015, 

Penggugat mengalihkan kios tersebut kepada Tergugat, sementara masa sewa 

antara Penggugat dan Pemilik Tanah masih berlaku. Penggugat menjual kios 

tersebut, termasuk seluruh produknya, yang terdiri dari 1 (satu) unit depot air 

minum, 2 (dua) lemari es/freezer, 6 (enam) etalase, dan barang dagangan kios 

lainnya, dengan total harga Rp. 125.000.000 ("seratus dua puluh lima juta 

rupiah") kepada Tergugat. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa setelah 

penandatanganan perjanjian jual beli, sebagaimana tercantum dalam akta di 

bawah tangan tertanggal 21 April 2015, Tergugat akan membayar sejumlah 

uang muka sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan sisa 

pembayaran sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan 

dibayarkan kemudian. Setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam 

perjanjian jual beli, terungkap bahwa Tergugat belum membayar angsuran 

 
8 Salim H.S.Ibid, hlm 99 
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awal tersebut. Baru pada bulan November 2015, setelah adanya pertemuan 

antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat akhirnya memberikan angsuran 

pertama uang muka sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), 

dengan komitmen untuk membayar sisa uang muka paling lambat tanggal 5 

Desember 2015. Pada tanggal 5 Desember 2015, Penggugat menghubungi 

Tergugat untuk mengambil kembali uang muka yang belum dibayarkan; 

namun, Tergugat menolak Penggugat dengan menuntut pengembalian dana 

yang telah dibayarkan sebelumnya dan memerintahkan Penggugat untuk 

mengambil kembali barang dagangannya, meskipun Tergugat telah menjual 

barang-barang Penggugat dan mengisinya dengan stok baru. Pada saat 

gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, Tergugat belum 

memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana tercantum 

dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 21 April 2015. 

Kasus kedua melibatkan pelanggaran kontrak oleh Namastudios, 

karena Satrya Putra Adhitama mengirimkan jumlah tas yang tidak akurat 

seperti yang ditentukan dalam pesanan dari Celvin. Penjual hanya 

mengirimkan 7 karung, dengan total 265 tas, bukan 12.000 tas seperti yang 

diharapkan. Satrya Putra Adhitama juga melanggar kesepakatan bersama 

yang tertuang dalam perjanjian jual beli di hadapan Notaris. Akibatnya, 

Namastudios dinyatakan telah melanggar perjanjian tersebut, yang 

mengakibatkan kerugian bagi Celvin. Berdasarkan teori wanprestasi yang 

berlaku, jika penjual dinyatakan telah wanprestasi, mereka wajib memberikan 

ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata, yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Metode 

penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif dan teknik 

pengumpulan data yang meliputi analisis primer, sekunder, non-hukum, dan 

hukum. 

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa terjadi dalam berbagai 

bentuk, seperti penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, 

keterlambatan pengiriman, atau ketidakmampuan pembeli untuk melakukan 

pembayaran tepat waktu. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi 

kerugian bagi pihak yang dirugikan, sehingga memerlukan penyelesaian yang 

adil dan efektif. Penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan 

untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. 

Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian wanprestasi tidak selalu 

berjalan mulus. Kompleksitas kasus, interpretasi hukum yang beragam, dan 

prosedur yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai resolusi 

yang memuaskan. 

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, yang merujuk 

pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi 

kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Menurut pasal tersebut, 

jika seorang debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, masih 

tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut 

sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena batas waktu yang telah 
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terlampaui, maka debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam 

hal ini, debitur berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, 

dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhian perikatan tersebut. 

Konsekuensi dari wanprestasi ini penting dalam konteks kepastian hukum 

dalam perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika 

wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan kompensasi atas biaya, 

kerugian, dan bunga yang muncul akibat ketidakpenuhian perikatan. Hal ini 

menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban yang telah disepakati 

dalam suatu perjanjian. Dalam kasus di mana pemenuhan kewajiban tidak 

dapat dilakukan lagi karena batas waktu yang telah lewat, wanprestasi 

menjadi tidak terelakkan, dan debitur harus bertanggung jawab atas 

konsekuensinya. 

Perjanjian jual beli barang menjadi pilar utama dalam aktivitas 

ekonomi masyarakat saat ini. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

maupun kepentingan bisnis, perjanjian ini menjadi fondasi bagi berbagai 

transaksi perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai laba atau 

keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, 

pelaksanaan perjanjian jual beli dapat sangat bervariasi. Meskipun demikian, 

ada banyak contoh di mana perjanjian jual beli dilakukan dengan sukses oleh 

kedua belah pihak. Kesepakatan yang baik dan dilaksanakan dengan itikad 

baik akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, memperkuat 

hubungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka. Namun, 

dalam sejumlah kasus, pelaksanaan perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai 
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harapan. Misalnya, terjadi perselisihan terkait kualitas barang, harga yang 

tidak sesuai, atau keterlambatan pengiriman. Ketidaksepakatan semacam itu 

dapat mengganggu hubungan antara penjual dan pembeli, bahkan berpotensi 

merugikan satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi para 

pihak untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian telah 

dipertimbangkan dengan cermat sebelum kesepakatan dicapai. Dalam 

menghadapi situasi di mana perjanjian jual beli tidak terpenuhi sepenuhnya, 

penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan 

mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan.  

Langkah-langkah seperti negosiasi ulang, pengembalian barang, atau 

penggantian rugi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

perselisihan. Selain itu, kesediaan untuk bekerja sama dan menempatkan 

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dapat membantu 

memperbaiki hubungan antarpihak dan menjaga integritas bisnis mereka di 

masa depan.. Namun, keberhasilan perjanjian jual beli tidak hanya 

bergantung pada kesepakatan awal, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat 

dan konsisten dari hak dan kewajiban yang telah disetujui, memastikan bahwa 

kedua belah pihak mematuhi ketentuan yang ada untuk menghindari konflik 

dan meningkatkan kepercayaan dalam bisnis. Namun, terdapat juga banyak 

pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan berbagai motif dan alasan 

dalam membuat perjanjian jual beli, sehingga perjanjian yang telah disepakati 

tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Motif-motif ini bisa beragam, mulai 
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dari niat untuk menipu, hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban 

yang telah disepakati karena alasan tertentu.  

Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan karena perjanjian yang 

seharusnya memberikan keuntungan malah berakhir dengan kerugian atau 

perselisihan. Dalam hal ini, pentingnya mekanisme hukum dan penyelesaian 

sengketa menjadi sangat relevan. Ketika pihak-pihak dalam perjanjian jual 

beli gagal memenuhi kewajiban mereka, hukum harus dapat memberikan 

solusi yang adil dan efektif. Penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan 

atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Dengan adanya kerangka hukum 

yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan 

bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan lebih baik dan 

adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan mendorong 

kepercayaan dalam transaksi bisnis. 

Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan penelitian yang mendalam 

mengenai perjanjian jual beli cat dengan judul: “Upaya Hukum 

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Cat PT Avian.” 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli cat PT Avian? 

2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual 

beli cat PT Avian? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui dan menganalisa perjanjian jual beli cat PT Avian. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum penyelesaian 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan imanfaat idan 

imasukan iyang ibaik idari isudut iilmu ipengetahuan imaupun idari isudut ipraktis, 

iantara ilain isecara iteoritis idan isecara ipraktis i: 

1. Secara iTeoritis 

a. Penulis iberharap ihasil idari ipenelitian iini idapat imemberikan isumbangan 

ipemikiran ipada ibidang ihukum iterutama iyang iberkaitan itentang iupaya 

ihukum ipenyelesaian iwanprestasi idalam iperjanjian ijual ibeli icat iPT 

iAvian. 

b. Diharapkan ihasil ipenelitian iini idapat imemberikan itambahan 

iperbendaharaan iliteratur idan imenambah ikhasanah idunia ikepustakaan, 

isehingga idapat imenjadi ibahan iacuan iuntuk imengadakan ikajian idan 

ipenelitian iselanjutnya idengan ipokok ibahasan iyang iberkaitan isatu isama 

ilainnya. 
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2. Secara iPraktis i 

a. Secara iPraktis ipenulis iberharap ihasil idari ipenelitian iini idapat 

imemberikan isumbangan ipemikiran iterhadap iPT iAvian itentang iupaya 

ihukum ipenyelesaian iwanprestasi idalam iperjanjian ijual ibeli icat. 

b. Sebagai itambahan iinformasi ibagi iinstansi idan ipihak-pihak iterkait idari 

iupaya ihukum ipenyelesaian iwanprestasi idalam iperjanjian ijual ibeli icat 

iPT iAvian. 

E. Terminologi 

1. Upaya iHukum 

Upaya ihukum, isebagaimana itercantum idalam iPasal i1 iangka i12 

iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana, imengacu ipada ihak iterdakwa 

iatau ijaksa ipenuntut iumum iuntuk imenggugat iputusan ipengadilan imelalui 

iupaya ihukum ibanding, ikasasi, iatau ikasasi, iatau ihak iprerogatif iterpidana 

iuntuk imengajukan ipeninjauan ikembali isesuai idengan iketentuan idan itata 

icara iyang idiatur idalam iundang-undang iini. 

Kitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana imembedakan iupaya 

ihukum imenjadi idua ikategori: iupaya ihukum ibiasa idan iupaya ihukum iluar 

ibiasa. iUpaya ihukum ibiasa idiatur idalam iBab iXVII iKitab iUndang-Undang 

iHukum iAcara iPidana, isedangkan iupaya ihukum iluar ibiasa idiatur idalam 

iBab iXVIII. iBerikut ipenjelasannya:: 

a. Upaya iHukum iBiasa 
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Upaya ihukum ibiasa idipisahkan imenjadi idua ibagian, ibagian 

ipertama iyaitu itentang iPemeriksaan iBanding idan ibagian ikedua itentang 

iPemeriksaan iKasasi, iyang irumusannya isebagai iberikut: 

1) Upaya iHukum iBanding 

Pasal i223 iayat i(1) iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana 

imenetapkan ibahwa ipermohonan ibanding, isebagaimana idimaksud 

idalam iPasal i67, idapat idiajukan ike ipengadilan itinggi ioleh iterdakwa, 

iorang iyang isecara itegas idiberi ikuasa, iatau ipenuntut iumum. 

Setelah iditelaah ibersama idengan iPasal i67, idapat idisimpulkan 

ibahwa isemua iputusan ipengadilan idapat idiajukan ibanding ike 

ipengadilan itinggi ioleh iterdakwa, ikuasa ihukum, iatau ipenuntut 

iumum, idengan ibeberapa ipengecualian, iantara ilain:: 

2) Putusan ibebas i(vrijspraak) 

Lepas idari isegala ituntutan ihukum iyang imenyangkut ikurang 

itepatnya ipenceormampaint ithouuksuemr. 

3) Putusan ipengadilan idalam iacara icepat. 

Diterimanya ipermohonan ibanding ijaksa ipenuntut iumum 

idalam ikasus ihubungan iseksual iini itidak ilazim; inamun, ijika iditelaah 

ilebih ilanjut, ipengecualian ipada ipoin i(2) ijuga imenimbulkan 

ikomplikasi. iPenerapan ihukum idi ipengadilan ipada idasarnya 

idilakukan ioleh iHakim; ioleh ikarena iitu, iputusan iyang 

imencerminkan ikesalahan iyudisial idalam ipenerapan ihukum iyang 
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imengakibatkan ibebasnya iterdakwa idari isemua ituntutan ihukum 

itidak idapat idiajukan ibanding. iHal iini itampak iganjil..9 i 

Hal itersebut imenjadi isangat ianeh ikarena ikesalahan 

ipenerapan ihukum idalam iperadilan isangat imungkin imembawa 

ikerugian ibagi iberbagai ipihak ijuga imenghambat ipenegakkan 

ikeadilan. 

4) Upaya iHukum iKasasi 

Peradilan iKasasi isebenarnya iberasal idari isistem ihukum 

iPrancis. iKasasi idisebut iCassation iyang iberasal idari ikata ikerja 

iCasser iyang iartinya imembatalkan iatau imemecahkan.10 iLembaga 

ikasasi ikemudian iditiru idi iBelanda idan ikemudian idiperkenalkan idi 

iIndonesia. iKasasi iterutama ididasarkan ipada ipremis ibahwa itelah 

iterjadi ikesalahan ipenerapan ihukum iatau ibahwa ihakim itelah 

imelampaui ibatas iyurisdiksi iperadilannya. iKewenangan iperadilan 

itelah idikonstruksi idalam ikonteks iyang iluas idan iterbatas. iD. iSimons 

imemberikan iinterpretasi iyang ilebih iterbatas, idengan imenyatakan 

ibahwa iseorang ihakim imengadili isuatu iperkara itanpa ikewenangan 

iperadilan iyang idipersyaratkan. iDalam ikonteks iumum, imisalnya, 

ijika iseorang ihakim ipengadilan itinggi imengadili isuatu iperkara 

imeskipun ihakim isebelumnya itelah imembebaskannya,..11 

 
9 iA.Z. iAbidin idan iAndi iHamzah. i2010. iPengantar iDalam iHukum iPidana iIndonesia. iYarsif 

iWatampone. iJakarta.hal.291 
10 iLeden iMarpaung, i2009, iProses iPenanganan iPerkara iPidana i(Penyelidikan idan iPenyidikan) 

iBagian iPertama iEdisi iKedua, iJakarta: iSinar iGrafika.hal.169. 
11 iAndi iHamzah.2010. iAsas-Asas iHukum iPidana. iJakarta: iRineka iCipta.hal.287-298 
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Kamus iBesar iBahasa iIndonesia imenghartikan ikata ikasasi isebagai 

ipembatalan iatau ipernyataan itidak isah ioleh iMahkamah icommit ito iuser 

iAgung iTerhadap iputusan iHakim ikarena iputusan iitu imenyalahi iatau itidak 

isesuai idengan iUndang-Undang. 

Harun iM iHusein imerumuskan iarti iupaya ihukum ikasasi idikaitkan 

idengan iPasal i253 iayat i(1) iKUHAP ibahwa iyang idimaksud iupaya ihukum 

ikasasi iadalah ihak iTerdakwa iatau ipenuntut iumum iuntuk itidak imenerima 

iputusan ipengadilan ipada itingkat iterakhir, idengan icara imengajukan 

ipermohonan ikepada iMahkamah iAgung iguna imembatalkan iputusan 

ipengadilan itersebut, idengan ialasan i(secara ialternaif idan iatau/kumulatif) 

ibahwa idalam iputusan iyang idimintakan ikasasi itersebut, iperauran ihukum 

itidak iditerapkan iatau iditerapkan itidak isebagaimana imestinya, icara 

imengadili itidak idilaksanakan imenurut iketentuan iUndang-Undang, 

ipengadilan itelah imelampaui ibatas iwewenangnya.12 i 

Pengertian ilain idari iKasasi iadalah isuatu ialat ihukum iyang 

imerupakan iwewenang idari iMahkamah iAgung iuntuk imemeriksa ikembali 

iputusan-putusan idari iPengadilan-pengadilan iterdahulu, idan iini imerupakan 

ipengadilan iterakhir i.13 

Harun iM iHusein imendefinisikan iupaya ihukum ikasasi iterkait iPasal 

i253 iayat i(1) iKUHAP isebagai ihak iTerdakwa iatau iJaksa iPenuntut iUmum 

iuntuk imenggugat iputusan ipengadilan iyang itelah iberkekuatan ihukum itetap 

idengan imengajukan ipermohonan ipembatalan ikepada iMahkamah iAgung. 

 
12 iHusein, iHarun iM., i2002, iKasasi iSebagai iUpaya iHukum, iEdisi iPertama,. iCetakan iPertama, 

iJakarta: iSinar iGrafika 
13 iJ.C.T. iSimorangkir, i2000, iKamus iHukum, iSinar iGrafika, iJakarta. iHal.81 
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iPermohonan iini idapat ididasarkan ipada ialasan ibahwa iperaturan iperundang-

undangan iyang iberlaku itidak idipatuhi iatau iditerapkan isecara itidak itepat, 

ibahwa iacara ipersidangan itidak isesuai idengan iketentuan ihukum, iatau 

ibahwa ipengadilan itelah imelampaui ikewenangannya..14 

Tujuan iutama iupaya ihukum ikasasi, iantara ilain isebagai iberikut15: i 

a) iKoreksi iKekeliruan iPutusan iPengadilan iNegeri: iSalah isatu itujuannya 

iadalah imengoreksi idan imemperbaiki ikekeliruan ipenerapan ihukum, 

imemastikan ipenerapan ihukum iyang itepat idan iproses iajudikasi iyang 

idilakukan isesuai idengan iketentuan ihukum. 

b) iPembentukan idan iPembentukan iUndang-Undang iBaru 

Selain itindakan ikorektif iyang idilakukan iMahkamah iAgung idalam 

iproses ikasasi, itindakan ikorektif itersebut iterkadang ijuga imelahirkan 

iundang-undang ibaru idalam ibentuk iyurisprudensi. iBerdasarkan 

ikedudukan idan ikewenangannya idalam ipembentukan ihukum, 

iMahkamah iAgung iseringkali imelahirkan iundang-undang ibaru, iyang 

idikenal isebagai iyurisprudensi, iuntuk imengisi ikekosongan ihukum 

iatau imenyelaraskan imakna idan isemangat iketentuan iperundang-

undangan idengan ielastisitas ikebutuhan iyang iterus iberkembang iserta 

ipesatnya iperkembangan inilai idan ikesadaran imasyarakat.. 

c) Pengawasan iTerciptanya iKeseragaman iPenerapan iHukum iTujuan 

ilain idaripada pemeriksaan ikasasi, ibermaksud imewujudkan 

ikesadaran ikeseragaman ipenerapan ihukum iatau iunified ilegal iframe 

 
14 iAdji, iOemar iSeno, i2005. iPeradilan iBebas iNegara iHukum. iJakarta: iPenerbit iErlangga. iHal.43 
15 iHarahap, iM. iYahya, i2012, iHukum iAcara iPerdata, iJakarta: iSinar iGrafika.ha.539-542 
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iwork idan iunified ilegal iopinion. iDengan iadanya iputusan ikasasi iyang 

imencipta iyurisprudnsi, iakan imengarahkan ikeseragaman ipandangan 

idan ititik tolak ipenerapan ihukum, iserta idengan iadanya iupaya ihukum 

ikasasi, idapat idihindari ikesewenangan idan ipenyalahgunaan ijabatan 

ioleh ipara iHakim iyang itergoda idalam imemanfaatkan ikebebasan 

ikedudukan iyang idimilikinya. i 

Permohonan ikasasi iharus imemiliki idasar-dasar, iyang ibiasanya 

idisebut isebagai idasar ipermohonan ikasasi. iAlasan-alasan ipermohonan 

ikasasi iberkaitan idengan ialasan iyang imendasari igugatan ipemohon ikasasi 

iterhadap iputusan ipengadilan iyang isedang idigugat idi iMahkamah iAgung. 

iDasar-dasar ipermohonan ikasasi idijelaskan ioleh ipemohon ikasasi idalam 

imemorandum ikasasi..16 

Alasan ikasasi idiuraikan isecara iterbatas idalam iPasal i253 iayat i(1), 

iyang imencakup ihal-hal idi imana isuatu iperaturan iperundang-undangan 

itidak iditerapkan iatau iditerapkan isecara itidak isemestinya; iketika iacara 

ipersidangan itidak idilaksanakan isesuai idengan iketentuan ihukum; idan 

iketika ipengadilan itelah imelampaui ikewenangannya. 

Alasan ikasasi idianggap iterbatas, ikarena ipasal itersebut isecara itegas 

imenunjukkan ibahwa ikewenangan iMahkamah iAgung idalam imemeriksa 

iperkara idi itingkat ikasasi iterbatas ipada itiga ihal itersebut idi iatas. iMenurut 

iPasal i248 iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana, ipemohon iharus 

imengajukan imemori ikasasi. iKewajiban iuntuk imengajukan iatau 

 
16 iHusein, iHarun iM., i2002, iKasasi iSebagai iUpaya iHukum, iEdisi iPertama,. iCetakan iPertama, 

iJakarta: iSinar iGrafika.hal.74 
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imenyampaikan imemori ikasasi ibersifat iwajib. iSanksinya iberat. iTanpa 

iadanya imemori ikasasi, ihak iuntuk imengajukan ikasasi igugur..17 iTujuan idari 

idiwajibkanya imengajukan imemori ikasasi iadalah isebagai isarana ibagi 

ipemohon imengutarakan ikeberatan- ikeberaannya, iberpedoman ikepada 

ialasan ikasasi iyang iditentukan isecara ilimitatif ioleh iPasal i253 iayat i(1) 

iKUHAP. 

Meskipun itelah idiatur isecara ilimitatif idalam iPasal i253 iayat i(1) 

iKUHAP idalam iprakteknya isering idijumpai ibeberapa ialasan ikasasi iyang 

itidak idibenarkan idalam iPasal itersebut, icontohnya: i 

 ia) Keberatan iputusan ipengadilan itinggi imenguatkan iputusan ipengadilan 

inegeri. 

b) Keberatan iatas ipenilaian ipembuktian. 

c) Alasan ikasasi iyang ibersifat ipengulangan ifakta. 

d) Alasan iyang itidak imenyangkut ipersoalan iperkara. 

e) Berat iringannya ihukuman iatau ibesar ikecilnya ijumlah idenda. 

f) Keberatan iatas ipengembalian ibarang ibukti. 

g) Keberatan ikasasi imengenai inovum. 

Paparan itersebut iapabila idiperhatikan isecara imenyeluruh, isecara 

isingkat idapat idikatakan ibahwa ihal-hal iutama iyang idijadikan ialasan iuntuk 

imengajukan ikasasi iadalah: 

a) Apabila iterdapat ikelalaian idalam iberacara i(vormerzium). 

 
17 iHarahap, iM. iYahya, i2012, iHukum iAcara iPerdata, iJakarta: iSinar iGrafika.hal.553. 
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b) Peraturan ihukum itidak idilaksanakan iatau iada ikesalahan ipada 

ipelaksananya. 

c) Acara iperadilan itidak idilaksanakan imenurut iperaturan iperundang-

undangan iyang iberlaku. 

Pemohon iwajib imengajukan ikeberatan iatas ipengajuan imemori 

ikasasi iberdasarkan ialasan-alasan ikasasi iyang itercantum idalam iPasal i253 

iayat i(1) iKUHAP. 

Meskipun iPasal i253 iayat i(1) iKUHAP imenjelaskan ialasan-alasan 

ikhusus iuntuk ikasasi, idalam ipraktiknya iseringkali imuncul ibeberapa ialasan 

itambahan iyang itidak idibahas idalam iPasal iini, iantara ilain:. 

b. Upaya iHukum iLuar iBiasa 

Bab iXVIII iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP) 

imenguraikan iupaya ihukum iluar ibiasa, iyang iterdiri idari idua ibagian: 

iBagian iPertama: iPemeriksaan iDemi iHukum; iBagian iKedua: 

iPeninjauan iKembali iPutusan iPengadilan iyang iTelah iMemperoleh 

iKekuatan iHukum iTetap. iBagian iini imeliputi: 

1) iKasasi iDemi iHukum 

Kasasi idemi ihukum ihanya idapat idiajukan ioleh iJaksa iAgung idalam ihal 

iterdapat iperbedaan ipenafsiran idan ipenerapan ihukum iterhadap isemua 

iputusan, ikecuali iputusan iMahkamah iAgung, idengan iketentuan ibahwa 

iputusan ipengadilan itersebut itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap. 

iKasasi idemi ihukum itidak idapat idiajukan iterhadap iputusan iMahkamah 

iAgung iyang itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap. iSatu-satunya 
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icara iuntuk imengubah iputusan iMahkamah iAgung iyang itelah 

imemperoleh ikekuatan ihukum itetap iadalah imelalui ipeninjauan 

ikembali. 

Peninjauan iKembali 

Aspek ikedua idari iupaya ihukum iluar ibiasa iadalah ipeninjauan ikembali iatas 

iputusan ipengadilan iyang itelah imemperoleh ikekuatan ihukum itetap, 

isebagaimana idijelaskan idalam iPasal i263 iayat i(1). iDalam ihal iputusan 

ipengadilan iyang itelah iberkekuatan ihukum itetap, ikecuali iputusan 

ibebas iatau ibebas idari isegala ituntutan ihukum, iterpidana iatau iahli 

iwarisnya idapat imengajukan ipermohonan ipeninjauan ikembali ikepada 

iMahkamah iAgung. 

Berdasarkan iPasal i263 iayat i(1), idapat idirumuskan ihal-hal isebagai iberikut: 

a) iDapat idiajukan iterhadap isemua iputusan ipengadilan iyang itelah 

imemperoleh ikekuatan ihukum itetap; ib) iDapat idiajukan iterhadap isemua 

iputusan ipengadilan; ic) iTidak itermasuk iputusan ibebas idan ibebas idari 

isegala ituntutan ihukum.. 

 

2. Wanprestasi 

Wanprestasi iadalah itidak imemenuhi iatau ilalai imelaksanakan 

ikewajiban isebagaimana iyang iditentukan idalam iperjanjian iyang idibuat 

iantara ikreditur idengan idebitur.18 iWanprestasi iatau itidak idipenuhinnya ijanji 

 
18 iSalim iHS, i2008, iPengantar iHukum iPerdata iTertulis i(BW), iRajawali iPers, iJakarta, ih.180. 
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idapat iterjadi ibaik ikarena idisengaja imaupun itidak idisengaja.19 iSeorang 

idebitur idikatakan ilalai, iapabila iia itidak imemenuhi ikewajibannya iatau 

iterlambat imemenuhinya itetapi itidak iseperti iyang itelah idiperjanjikan.20 

iWanprestasi iterdapat idalam ipasal i1243 iKUH iPerdata, iyang imenyatakan 

ibahwa: i“penggantian ibiaya, irugi idan ibunga ikarena itidak idipenuhinya isuatu 

iperikatan, ibarulah imulai idiwajibkan, iapabila isi iberutang, isetelah idinyatakan 

ilalai imemenuhi iperikatannya, itetap imelalaikannya, iatau ijika isesuatu iyang 

iharus idiberikan iatau idibuatnya, ihanya idapat idiberikan iatau idibuatnya, ihanya 

idapat idiberikan iatau idibuat idalam itenggang iwaktu iyang itelah 

idilampaukannya”.21 i 

Kata ilain iwanprestasi ijuga idapat idiartikan isuatu iperbuatan iingkar ijanji 

iyang idilakukan ioleh isalah isatu ipihak iyang itidak imelaksanakan iisi 

iperjanjian, iisi iataupun imelaksanakan itetapi iterlambat iatau imelakukan iapa 

iyang isesungguhnya itidak iboleh idilakukannya. iMengenai ipengertian idari 

iwanprestasi, imenurut iAhmadi iMiru iwanprestasi iitu idapat iberupa iperbuatan i: 

i1. iSama isekali itidak imemenuhi iprestasi. i 

2. iPrestasi iyang idilakukan itidak isempurna. i 

3. iTerlambat imemenuhi iprestasi. i 

4. iMelakukan iapa iyang idalam iperjanjian idilarang iuntuk idilakukan.22 i 

Sedangkan imenurut iA. iQirom iSyamsudin iMeliala iwanprestasi iitu 

idapat iberupa: i 

 
19 iAhmadi iMiru, i2007, iHukum iKontrak idan iPerancangan iKontrak, iRajawali iPers, iJakarta,h. i74 
20 iSubekti, i2007, iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata, iPT. iArga iPrinting, iJakarta, ih. i146 
21 iAhmadi iMiru, iSakka iPati, i2008, iHukum iPerikatan, iRajawali iPers, iJakarta, ih. i12 
22 iAhmadi iMiru, iOp, iCit, ih.74 
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1. Tidak imemenuhi iprestasi isama isekali i 

Sehubungan idengan idebitur iyang itidak imemenuhi iprestasi imaka 

idikatakan idebitur itidak imemenuhi iprestasi isama isekali. i 

2. Memenuhi iprestasi itetapi itidak itepat iwaktunya. i 

Apabila iprestasi idebitur imasih idapat idiharapkan ipemenuhannya, imaka 

idebitur idianggap imemenuhi iprestasi itetapi itidak itepat iwaktu, isehingga 

idapat idikatakan iwanprestasi. i 

3. Memenuhi iprestasi itetapi itidak isesuai iatau ikeliru. i 

Debitur iyang imemenuhi iprestasi itapi ikeliru, iapabila iprestasi iyang ikeliru 

itersebut itidak idapat idiperbaiki ilagi imaka idebitur idikatakan itidak 

imemenuhi iprestasi isama isekali. i23 

3. Perjanjian i 

Istilah iperjanjian iberasal idari ibahasa iBelanda iyaitu iovereenkomst 

idan iverbintenis. iUntuk iVerbintenis iterdapat itiga iistilah iIndonesia, iyaitu 

iperikatan, iperjanjian idan iperutangan isedangkan iuntuk iistilah 

iovereenkomst idipakai idua iistilah, iyaitu iperjanjian idan ipersetujuan.24 

iMenurut iR iwirjono iProdjodikoro imenyebutkan isebagai iberikut i“suatu 

iperjanjian idiartikan isebagai isuatu iperbuatan ihukum imengenai iharta 

ibenda ikekayaan iantara idua ipihak, idalam imana isatu ipihak iberjanji iatau 

idianggap iberjanji iuntuk imelakukan isuatu ihal iatau iuntuk itidak imelakukan 

isesuatu ihal, isedangkan ipihak ilain iberhak imenuntut ipelaksanaan ijanji 

 
23 iA. iQirom iSyamsuddin iMeliala, i2005, i iPokok-pokok iHukum iPerjanjian, iLiberty, iYogyakarta, 

ih.26 
24 iChristoforus iValentino iAlexander iPutra, i2017, iUrgensi iKlausula iDalam iPerjanjian iKerja, iJurnal 

iIlmiah iFakultas iHukum iUdayana iVolume i39 iNo.1, ihlm.67 
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iitu”.25 iMenurut iSubekti iperjanjian iadalah: i“Suatu iperistiwa idi imana 

iseorang iberjanji ikepada iseorang ilain iatau idi imana idua iorang iitu isaling 

iberjanji iuntuk imelaksanakan isuatu ihal”.26 

Pengertian iperjanjian imerupakan ibagian idari ihukum iperikatan, 

ikarena iperikatan idapat itimbul ikarena iadanya iUndang-Undang iperikatan. 

iMengenai ipengertian iperjanjian idi idalam iBuku iIII iKitab iUndang-Undang 

iHukum iPerdata itercantumdi idalam iPasal i1313 iyang iberbunyi isebagai 

iberikut:”Sesuatu iperjanjian iadalah isuatu iperbuatan idengan imana isatu 

iorang iatau ilebih imengikatkan idirinya iterhadap isatu iorang iatau ilebih.”27 

iMenurut iWirjono iProdjodikoro, iperjanjian iadalah isuatu ihubungan ihukum 

imengenai iharta ibenda iantara idua ipihak, idimana isatu ipihak iberjanji iuntuk 

idianggap iberjanji imelakukan isuatu ihal iatau iuntuk itidak imelakukan 

isesuatu ihal iperjanjian isedangkan ipihak ilain iberhak imenuntut 

ipelaksanaannya.28 

4. Jual ibeli 

Menurut iHukum iPerdata iJual iBeli iadalah isalah isatu imacam 

iperjanjian/perikatan iyang itermuat idalam iBuku iIII iKUH iPerdata itentang 

iPerikatan. iDalam ihal ijual ibeli itanah idari ibunyi iPasal i1457: i“ iJual ibeli 

iadalah isuatu ipersetujuan, idengan imana ipihak iyang isatu imengikatkan 

idirinya iuntuk imenyerahkan isuatu ikebendaan idan ipihak ilain imembayar 

iharga iyang itelah idijanjikan. i 

 
25 iRetna iGumanti, i2012, iSyarat iSahnya iPerjanjian i(Ditinjau iDari iKUHPerdata), iJurnal iPelangi 

iIlmu, iVOL i05, iNO i01 
26 iR.Subekti, i2005, iHukum iPerjanjian, iIntermasa, iJakarta, ihlm.1 
27 iR. iSubekti, i1987, iHukum iPerjanjian, iIntermasa, iJakarta, iH. i364 
28 iWirjono iProdjodikoro, i1981, iAsas-Asas iHukum iPerjanjian, iSumur iBandung, iBandung, iH. i9 
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Berdasarkan ipengertian idalam iPasal i1457 iKitab iUndang-Undang 

iHukum iPerdata, ijual ibeli itermasuk iperjanjian. iAdapun isyarat isahnya 

iperjanjian isesuai iPasal i1320 iKitab iUndang-Undang iHukum iPerdata, 

iadalah iadanya ikesepakatan imereka iyang imengikatkan idirinya, iadanya 

ikecakapan iuntuk imembuat isuatu iperikatan, iadanya isuatu ihal itertentu, idan 

isuatu isebab iyang ihalal. iJika isyarat imengenai ikesepakatan idan ikecakapan 

i(syarat isubyektif) itidak idipenuhi, imaka isuatu iperjanjian idapat idibatalkan, 

imaksudnya iperjanjian itetap iada isampai iadanya ikeputusan idari ihakim. 

iSedangkan ijika isyarat imengenai isuatu ihal itertentu idan isuatu isebab iyang 

ihalal i(syarat iobyektif) itidak idipenuhi, imaka isuatu iperjanjian ibatal idemi 

ihukum imaksudnya isejak iawal idianggap itidak iada iperjanjian. 

5. Cat 

Cat iadalah isuatu icairan iyang idipakai iuntuk imelapisi ipermukaan 

isuatu ibahan idengan itujuan imemperindah i(decorative), imemperkuat 

i(reinforcing) iatau imelindungi i(protective) ibahan itersebut. iSetelah 

idikenakan ipada ipermukaan idan imengering, icat iakan imembentuk ilapisan 

itipis iyang imelekat ikuat idan ipadat ipada ipermukaan itersebut. iPelekatan icat 

ike ipermukaan idapat idilakukan idengan ibanyak icara: idiusapkan i(wiping), 

idilumurkan, idikuas, idisemprotkan i(spray), idicelupkan i(dipping). i29 

Selanjutnya iSari, i2016 imengatakan ibahwa icat imerupakan iistilah 

iumum iyang idigunakan iuntuk ijenis iproduk iyang idigunakan iuntuk 

imelindungi idan imemberikan iwarna ipada isuatu iobjek iatau ipermukaan 

 
29 iSari, iE.S i2016. iAudience iResearch: iPenghantar iStudi iPenelitian iPembaca, iPendengar, iPemirsa. 

iYogyakarta: iAndi iOffset. 
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idengan imelapisinya idengan ilapisan iberpigmen. iCat idapat idigunakan 

ipada ihampir isemua ijenis iobjek, iantara ilain iuntuk imenghasilkan ikarya 

iseni i(oleh ipelukis iuntuk imembuat ilukisan), isalutan iindustri i(industrial 

icoating), ibantuan ipengemudi i(marka ijalan), iatau ipengawet i(untuk 

imencegah ikorosi iatau ikerusakan ioleh iair).30 

F. Metode Penelitian 

Metode ipenelitian imerupakan isuatu ikegiatan iilmiah iyang ididasarkan 

ikepada isuatu imetode, isistematika, idan ipemikiran itertentu iyang ibertujuan 

imempelajari isuatu igejala itertentu idengan ijalan imenganalisisnya, ikarena 

ipenelitian ididalam iilmu-ilmu isosial imerupakan isuatu iproses iyang idilakukan 

isecara iterencana idan isistematis iuntuk imemperoleh ipemecahan imasalah idan 

imemberikan ikesimpulan- ikesimpulan iyang itidak imeragukan.31 iPenelitian 

iadalah imerupakan isarana ipokok idalam imengembangkan iilmu ipengetahuan 

idan iteknologi iyang ibertujuan iuntuk imengungkap ikebenaran isistematis, 

imetodologis idan ikonsisten, ikarena imelalui iproses ipenelitian itersebut 

idiadakan ianalisa idan ikonstruksi iterhadap idata iyang itelah idikumpulkan.32 

1) Metode iPendekatan 

Pendekatan i penelitian i yang i digunakan idalam ipenelitian iini 

iadalah ipenelitian ihukum isosiologis iatau ibiasa idisebut ipenelitian iyuridis 

i sosiologis. i Dalam i penelitian i ini, i hukum i dikonsepkan i sebagai i suatu 

i gejala iempiris iyang idapat idiamati idi idalam ikehidupan inyata. iPenelitian 

 
30 iIbid. 
31 i Ronny iHanitijo iSoemitro, i2008, iMetodologi iPenelitian iHukum, iGhalia iIndonesia, iJakarta, 

ihlm.13. 
32 i Suparmoko, i2001, iMetode iPenelitian iPraktis, iAzzagrafika, iYogyakarta, ihlm. i1. 
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iyuridis isosiologis, iyaitu ipenelitian ihukum idengan imenggunakan iasas idan 

iprinsip ihukum idalam imeninjau, imelihat, idan imenganalisa imasalah-

masalah, idalam ipenelitian, iselain iitu imeninjau ipelaksanaan ihukum idalam 

ipraktik.33 

2) Spesifikasi iPenelitian i 

Penelitian iyang idilakukan idalam itesis iini iadalah ipenelitian 

ideskriptif ikualitatif. iPenelitian ideskriptif ikualitatif iadalah isuatu imetode 

idalam imeneliti istatus isekelompok imanusia, isuatu iobjek idengan itujuan 

imembuat ideskriptif, igambaran iatau ilukisan isecara isistematis, ifaktual idan 

iakurat imengenai ifakta-fakta iatau ifenomena iyang idiselidiki.34 

3) Jenis idan iSumber iData i 

Jenis idan isumber idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

idata ikualitatif. iSumber iData iyang idigunakan idalam ipenelitian itesis iini 

iadalah iData iPrimer idan iData iSekunder i: i 

a. Data iPrimer i 

Data iprimer iadalah idata iyang idiperoleh ipeneliti iyang imengacu 

iterhadap idata iatau ifakta-fakta idan ikasus ihukum iyang idiperoleh 

ilangsung imelalui ipenelitian idi ilapangan itermasuk iketerangan idari 

iresponden iyang iberhubungan idengan iobjek ipenelitian idan ipraktik 

iyang idapat idilihat iserta iberhubungan idengan iobyek ipenelitian. 

 

 

 
33 iRonny iHanitijo iSoemitro, i2000, iMetodologi iPenelitian iHukum idan iJurimetri, iGhalia iIndonesia, 

iJakarta, ihlm. i33. 
34 iConvelo iG. iCevilla, idkk, i2003, iPengantar iMetode iPenelitian, iUniversitas iIndonesia, iJakarta, 

ihlm. i73 
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b. Data iSekunder 

Data isekunder iadalah idata iyang idiperoleh itidak isecara 

ilangsung, idalam ipenelitian iini idilakukan idengan icara istudi 

ikepustakaan. iData isekunder iini iberguna isebagai ilandasan iteori iuntuk 

imendasari ipenganalisaan ipokok-pokok ipermasalahan iyang iada idalam 

ipenelitian iini. iBahan iyang idipergunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

idari isumber ikepustakaan i(Library iResearch) iyang idapat iberupa i: i 

- Buku-buku iliteratur. i 

- Jurnal ihukum idan iMajalah iHukum. i 

- Makalah, ihasil-hasil iseminar, imajalah idan ikoran, iskripsi, iartikel 

iilmiah. 

- Pendapat ipraktisi ihukum. 

- Berbagai ibuku iyang irelevan idengan ikode ietik iprofesi inotaris. i 

Dalam ipenelitian iini idiperoleh imelalui idata isekunder iyaitu 

idata iyang idikumpulkan imelalui istudi idokumen iterhadap ibahan 

ikepustakaan. iDi idalam ipenelitian ihukum, idata isekunder iterdiri idari i: 

1) Bahan iHukum iPrimer 

Bahan ihukum iprimer iadalah ibahan iyang ibersifat imengikat 

ikepastian. iBahan ihukum iprimer idiperoleh idalam ibentuk iperaturan 

iperundang-undangan, iantara ilain i: i 

a) Undang i- iUndang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun 

i1945 

b) Kitab iUndang-Undang iHukum iPerdata 

c) Undang-Undang iNomor i11 iTahun i2020 iTentang iCipta iKerja. 
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d) Peraturan iPemerintah iNomor i80 iTahun i2019 itentang 

iPerdagangan iMelalui iSistem iElektronik i 

2) Bahan iHukum iSekunder 

Bahan ihukum isekunder iadalah ibahan ihukum iyang itidak imengikat 

idan idiperoleh isebagai ipelengkap. iAdapun ibahan ihukum isekunder 

idalam ipenelitian iini iadalah i; 

1) Buku-buku. 

2) Jurnal iHukum idan iMajalah iHukum 

3) Makalah, ihasil-hasil iseminar, imajalah idan iKoran, iskripsi, 

iartikel iilmiah. 

4) Pendapat ipraktisi ihukum 

5) Berbagai ibuku iyang irelevan idengan ipenjelasan itentang 

iwanprestasi iperjanjisn ijual ibeli 

6) Sumber-sumber idari iinternet. 

7) Hasil ipenelitian. 

 

6. Bahan iHukum iTersier 

Bahan-bahan ihukum iyang imenunjang ibahan ihukum iprimer 

idan ibahan ihukum isekunder, iseperti i: ikamus ihukum, ikamus ibahasa 

iInggris, iKamus iBesar iBahasa iIndonesia, iensiklopedia.35 I 

 

 

 
35 i Soerjono iSoekanto idan iSri iMamudji, i2007, iOp.Cit.hal. i33. i 
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4. Lokasi idan iSubyek iPenelitian 

a. Lokasi iPenelitian i 

Lokasi iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iPT iAvian. 

iAdapun ialasan idari ipemilihan iLokasi iini iadalah ibanyaknya ipembeli iyang 

imelakukan iwanprestasi iyang iberupa iketerlambatan iprestasi. 

b. Subyek iPenelitian 

Subyek idari ipenelitian iini iadalah ipembeli idan ipenjual icat idari i iPT 

iAvian. 

5. Teknik iAnalisis iData 

 iBahan-bahan ihukum iyang itelah iterkumpul ikemudian idianalisa 

isecara ideskriptif ianalisis idengan imenggunakan ibeberapa iteknik iyaitu i: i 

a. Teknik ideskripsi i 

Teknik ideskripsi imemaparkan isituasi iatau iperistiwa. iDalam 

iteknik ideskripsi itidak imencari iatau imenjelaskan ihubungan, itidak 

imenguji ihipotesis iatau imembuat iprediksi.36 iDeskripsi iberarti iuraian 

iapa iadanya iterhadap isuatu ikondisi iatau iposisi idari iproposisi-proposisi 

ihukum iatau inon ihukum. I 

 

b. Teknik ievaluasi i 

Teknik ievaluasi iadalah ipenilaian iberupa itepat iatau itidak itepat, 

isetuju iatau itidak isetuju, isah iatau itidak isah ioleh ipeneliti iterhadap isuatu 

 
36 iM. iHariwijaya, i2007, iMetodologi iDan iTeknik iPenulisan iSkripsi, iTesis iDan iDisertasi, 

iAzzagrafika, iYogyakarta, ihlm. i48. 
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ipandangan, ipernyataan, ibaik iyang itertera idalam ibahan ihukum iprimer 

imaupun ibahan ihukum isekunder. 

c. Teknik iargumentasi i 

Teknik iargumentasi itidak ibisa idilepaskan idari iteknik ievaluasi 

ikarena ipenilaian idari ianalisa iharus ididasarkan ipada ialasan-alasan iyang 

ibersifat ipenalaran ihukum. iHasil ianalisis iselanjutnya idiberikan 

iargumentasi iuntuk imendapatkan ikesimpulan iatas ipokok ipermasalahan 

iyang idibahas ipada ipenelitian iini. i 

G. Sistematika Penulisan 

BAB iI iPendahuluan, ibab iini iberisikan ilatar ibelakang imasalah, 

iperumusan imasalah, itujuan ipenelitian, ikegunaan ipenelitian, iterminologi, 

imetode ipenelitian, i idan isistematika ipenulisan. 

BAB iII, iTinjauan iPustaka, ibab iini iberisikan itinjauan ipustaka iyang 

imenyajikan ilandasan iteori itentang ipenyelesaian iwanprestasi ijual ibeli icat., 

iwanprestasi imenurut iIslam idan ikajian imenurut iIslam. 

BAB iIII, iHasil iPenelitian idan iPembahasan, ibab iini imembahas 

iperumusan imasalah i iyaitu ipelaksanaan iperjanjian ijual ibeli icat iPT iAvian, idan 

iupaya ihukum ipenyelesaian iwanprestasi idalam iperjanjian ijual ibeli icat iPT 

iAvian. 

BAB iIV iPenutup, idalam ibab iini iakan idiberikan ikesimpulan iyang 

imerupakan ijawaban idari irumusan imasalah isetelah idibahas idan isaran 

imerupakan irekomendasi idari ipenulis isetelah imelakukan ipembahasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian tentang Perjanjian  

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan 

dalam hukum perdata. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian 

bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Meskipun definisi ini sederhana, banyak ahli hukum menilai bahwa 

pengertian tersebut terlalu sempit karena hanya menekankan aspek sepihak 

(satu orang atau lebih mengikatkan dirinya), sedangkan dalam praktik, 

perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik. 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang 

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut lahirlah suatu hubungan 

hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan. perjanjian pada 

hakikatnya merupakan pertemuan kehendak dua pihak atau lebih yang 

menimbulkan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan, di mana 

satu pihak memperoleh hak dan pihak lain berkewajiban memenuhi 

prestasi tertentu. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan 

hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek 
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hukum berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam 

bentuk aturan hukum yang bersifat preventif maupun represif. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan, dalam 

menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 

demikian, perlindungan hukum adalah segala bentuk tindakan yang 

bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi 

masyarakat. 

Lebih lanjut, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 

dua bentuk: 

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan 

pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. 

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan dalam 

bentuk penyelesaian sengketa, termasuk melalui mekanisme peradilan. 

bahwa perlindungan hukum merupakan suatu mekanisme yang disediakan 

oleh hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi 

setiap subjek hukum dalam rangka mempertahankan dan menegakkan hak-

haknya dari ancaman pelanggaran atau penyalahgunaan. 

2. Unsur-Unsur Perjanjian  

 Perlindungan hukum sebagai suatu konsep memiliki berbagai unsur yang 

menjadi fondasi utama dalam menentukan bagaimana hak-hak dan 

kepentingan seseorang atau kelompok dapat dijamin serta dilindungi oleh 
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hukum. Unsur-unsur ini penting untuk dipahami karena tanpa adanya 

pemahaman yang komprehensif, perlindungan hukum hanya akan menjadi 

konsep normatif tanpa implementasi yang efektif dalam praktik. 

Perlindungan hukum merupakan konsep yang lahir dari kebutuhan 

masyarakat untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, perlindungan hukum berakar dari 

gagasan bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir, 

sehingga negara wajib hadir untuk melindungi hak-hak tersebut dari segala 

bentuk ancaman, pelanggaran, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Dalam 

kerangka ini, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan keadilan substantif. 

1. perlindungan hukum adalah subjek yang dilindungi. Subjek tersebut 

bisa berupa individu, kelompok, maupun badan hukum yang memiliki 

kepentingan tertentu. Perlindungan hukum lahir karena adanya potensi 

kerugian atau ancaman yang dialami subjek akibat perbuatan orang lain 

maupun akibat ketidakjelasan aturan hukum. Dalam konteks ini, 

individu sebagai warga negara menjadi pihak utama yang berhak 

mendapatkan perlindungan dari negara. 

2. hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum. Hak merupakan 

sesuatu yang wajib diberikan oleh hukum kepada individu, sedangkan 

kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh individu sebagai 

konsekuensi hidup bermasyarakat. Perlindungan hukum hadir untuk 

menyeimbangkan hubungan antara hak dan kewajiban tersebut agar 
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tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan adanya keseimbangan ini, 

kepastian hukum dapat terwujud. 

3. objek perlindungan hukum. Objek ini mencakup segala sesuatu yang 

menjadi kepentingan hukum subjek, baik berupa harta kekayaan, 

kebebasan individu, kehormatan, maupun hak-hak konstitusional 

lainnya. Misalnya, dalam perlindungan konsumen, objek yang 

dilindungi adalah hak konsumen atas barang dan jasa yang aman, 

berkualitas, serta sesuai dengan perjanjian. Tanpa kejelasan objek, 

perlindungan hukum tidak dapat diberikan secara efektif. 

4. instrumen hukum yang menjadi dasar pemberian perlindungan. 

Instrumen ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, perjanjian, maupun hukum kebiasaan. Instrumen hukum 

memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk bertindak 

melindungi hak-hak subjek hukum. Keberadaan instrumen hukum yang 

jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip keadilan menjadi kunci 

dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif 

5. lembaga atau aparat penegak hukum. Perlindungan hukum tidak akan 

bermakna apabila tidak ada lembaga yang berwenang menegakkan 

hukum. Lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, 

dan lembaga independen lain berfungsi untuk menjamin pelaksanaan 

perlindungan hukum. Aparat penegak hukum harus bersikap 

profesional, adil, dan tidak berpihak agar masyarakat percaya terhadap 

sistem hukum. 
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6. mekanisme atau prosedur perlindungan hukum. Mekanisme ini 

mengatur bagaimana subjek hukum dapat menuntut haknya apabila 

terjadi pelanggaran. Misalnya, dalam sistem peradilan, mekanisme 

tersebut berupa pengajuan gugatan, proses persidangan, hingga putusan 

hakim. Adanya mekanisme yang transparan dan sederhana akan 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. 

7. Sanksi merupakan elemen penting yang memberikan daya paksa 

terhadap aturan hukum. Tanpa sanksi, hukum hanya akan menjadi 

norma yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Sanksi hukum dapat 

berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada 

bentuk pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang tegas juga berfungsi 

sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran. 

8. Perlindungan hukum tidak dapat terwujud apabila tidak ada kepastian 

hukum yang jelas. Kepastian hukum berarti adanya aturan yang 

konsisten, tidak tumpang tindih, dan dapat dipahami oleh masyarakat. 

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan akan 

dinilai berdasarkan norma yang berlaku, bukan berdasarkan 

kepentingan pihak tertentu 

3. Jenis Jenis Perjanjian 

 Perjanjian dalam hukum perdata memiliki ragam jenis yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria tertentu. Klasifikasi ini 

penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai keberagaman 

bentuk perjanjian yang berkembang di masyarakat serta implikasi yuridis 
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dari masing-masing jenis perjanjian. KUH Perdata dan doktrin para 

sarjana hukum memberikan dasar pembagian jenis perjanjian yang dapat 

digunakan dalam praktik maupun kajian akademik. 

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban 

bagi kedua belah pihak. Contohnya adalah perjanjian jual beli, di mana 

pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli 

berkewajiban membayar harga. Sebaliknya, perjanjian sepihak adalah 

perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, 

sementara pihak lain hanya memiliki hak. Contoh klasiknya adalah 

hibah, di mana pihak pemberi hibah berkewajiban menyerahkan 

barang, sedangkan penerima hibah hanya berhak menerima. 

2. Perjanjian Bernama (Nominaat) dan Perjanjian Tidak Bernama 

(Innominat) 

KUH Perdata mengenal adanya perjanjian bernama, yakni perjanjian 

yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, seperti perjanjian 

jual beli, sewa-menyewa, pinjam pakai, dan sebagainya. Sedangkan 

perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang lahir dari praktik 

masyarakat dan tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, 

namun sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 

1320 KUH Perdata. Contohnya adalah perjanjian franchise, leasing, 

joint venture, atau perjanjian keagenan. 
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3. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap telah sah dan 

mengikat sejak adanya kata sepakat, tanpa memerlukan formalitas lain. 

Misalnya, perjanjian jual beli sudah sah ketika terjadi kesepakatan 

mengenai barang dan harga. Sementara itu, perjanjian riil baru 

dianggap sah apabila telah disertai dengan penyerahan objek tertentu, 

seperti pada perjanjian pinjam pakai atau penitipan barang. 

4. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian dengan Beban 

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan 

kepada salah satu pihak saja, tanpa adanya kewajiban untuk 

memberikan imbalan. Contohnya hibah. Sebaliknya, perjanjian dengan 

beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk 

memberikan prestasi tertentu, seperti pada perjanjian jual beli atau 

sewa-menyewa. 

5. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan 

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya menimbulkan 

kewajiban (obligasi) untuk menyerahkan sesuatu, memberikan sesuatu, 

atau melakukan suatu tindakan. Misalnya, perjanjian jual beli yang 

baru menciptakan kewajiban menyerahkan barang. Sedangkan 

perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang secara langsung 

memindahkan hak kebendaan, misalnya akta jual beli yang 

menyebabkan berpindahnya hak milik atas tanah atau rumah 
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6. Perjanjian Campuran 

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang memuat unsur-unsur dari 

beberapa jenis perjanjian yang berbeda. Misalnya, dalam perjanjian 

hotel terdapat unsur sewa-menyewa kamar, jual beli makanan, dan jasa 

pelayanan. Doktrin hukum memperbolehkan lahirnya perjanjian 

campuran sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 

dan ketertiban umum 

7. Perjanjian Formal dan Perjanjian Tidak Formal 

Perjanjian formal adalah perjanjian yang sah apabila dibuat dalam 

bentuk tertentu yang ditentukan undang-undang, misalnya akta notaris 

pada perjanjian pendirian perseroan terbatas. Sedangkan perjanjian 

tidak formal sah hanya dengan kesepakatan para pihak tanpa 

memerlukan bentuk khusus, sebagaimana diatur dalam asas kebebasan 

berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata. 

8. Perjanjian Publik dan Perjanjian Privat 

Perjanjian publik adalah perjanjian yang salah satu pihaknya adalah 

badan publik atau negara, misalnya perjanjian kerja sama antara 

pemerintah dengan pihak swasta dalam proyek infrastruktur (Public 

Private Partnership). Sedangkan perjanjian privat adalah perjanjian 

yang dibuat antar individu atau badan hukum privat tanpa melibatkan 

negara sebagai pihak 
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4. Akibat Hukum dalam Perjanjian  

 Perjanjian merupakan salah satu instrumen penting dalam 

kehidupan hukum perdata karena melalui perjanjian lahir hubungan 

hukum yang bersifat mengikat antara para pihak. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensinya, 

setiap perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut hukum akan 

menimbulkan akibat hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh 

para pihak.  

Akibat hukum dari suatu perjanjian pada dasarnya adalah lahirnya hak dan 

kewajiban di antara pihak-pihak yang terikat. Pihak yang satu 

berkedudukan sebagai kreditur yang berhak menuntut prestasi, sementara 

pihak yang lain sebagai debitur yang berkewajiban memenuhi prestasi 

tersebut. Dengan demikian, akibat hukum yang utama dari perjanjian 

adalah terciptanya hubungan timbal balik yang mengikat secara hukum. 

Selain melahirkan hak dan kewajiban, perjanjian juga memberikan 

kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum ini muncul karena 

perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan sepihak kecuali 

atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini penting untuk 

menjaga keadilan, kestabilan, dan kepercayaan dalam interaksi hukum, 

khususnya dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. 

Perjanjian juga menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab. 

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), 
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maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti 

rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Konsekuensi ini menunjukkan 

bahwa perjanjian tidak hanya sebatas formalitas, tetapi memiliki kekuatan 

memaksa yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum. 

Akibat hukum lain yang muncul dari perjanjian adalah adanya asas 

kebebasan berkontrak. Meskipun para pihak bebas menentukan isi, bentuk, 

dan objek perjanjian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, akibat hukum 

dari perjanjian tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga dapat 

menyentuh kepentingan masyarakat yang lebih luas apabila perjanjian 

melanggar norma hukum atau nilai sosial. 

Dalam konteks hubungan perdata, akibat hukum perjanjian mencakup 

aspek substansial maupun prosedural. Secara substansial, perjanjian 

melahirkan hubungan hukum yang berisi kewajiban nyata untuk 

menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Secara 

prosedural, perjanjian memungkinkan pihak yang dirugikan untuk 

menuntut pemenuhan haknya melalui pengadilan apabila terjadi 

pelanggaran. 

Di samping akibat hukum positif, perjanjian juga dapat menimbulkan 

akibat hukum negatif, misalnya ketika perjanjian dinyatakan batal demi 

hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya, perjanjian dianggap 
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tidak pernah ada dan para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula 

sebelum perjanjian dibuat. 

Selain itu, perjanjian juga dapat melahirkan akibat hukum berupa 

peralihan hak. Dalam perjanjian jual beli, misalnya, hak kepemilikan atas 

suatu benda beralih dari penjual kepada pembeli setelah terpenuhi syarat-

syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian berfungsi sebagai 

alat untuk memindahkan hak-hak kebendaan dari satu pihak ke pihak lain. 

Perjanjian juga memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam batas-

batas tertentu. Pada prinsipnya, perjanjian hanya mengikat para pihak yang 

membuatnya. Namun, dalam keadaan khusus, akibat hukum perjanjian 

dapat meluas kepada pihak ketiga, misalnya dalam hal perjanjian yang 

dibuat untuk kepentingan pihak ketiga (stipulatio alteri). Akibat hukum 

dari perjanjian juga terkait erat dengan prinsip itikad baik. Pasal 1338 ayat 

(3) KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. Artinya, para pihak tidak hanya terikat pada apa yang secara 

eksplisit tertulis dalam perjanjian, tetapi juga pada hal-hal yang patut 

dilakukan menurut kepatutan, kebiasaan, dan keadilan.Dalam praktik, 

akibat hukum perjanjian dapat melahirkan sengketa apabila terjadi 

perbedaan penafsiran mengenai isi atau pelaksanaan perjanjian. Oleh 

karena itu, perjanjian yang jelas, rinci, dan disusun dengan cermat akan 

mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Hal ini menunjukkan 

pentingnya aspek redaksional dalam penyusunan perjanjian. 
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Lebih lanjut, akibat hukum perjanjian juga memiliki dimensi sosial dan 

ekonomi. Dengan adanya perjanjian, aktivitas perdagangan, jasa, dan 

kegiatan ekonomi lainnya dapat berlangsung dengan lancar karena ada 

jaminan kepastian hukum. Perjanjian memberikan dasar legal formal bagi 

masyarakat untuk bekerja sama, mengelola risiko, dan saling 

menguntungkan. Namun demikian, apabila perjanjian dilanggar, akibat 

hukum yang timbul dapat menimbulkan beban finansial, hilangnya 

kepercayaan, dan bahkan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, 

perjanjian dipandang tidak hanya sebagai hubungan privat, tetapi juga 

sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan 

antarindividu dalam masyarakat. Dari perspektif hukum perdata 

internasional, akibat hukum perjanjian juga dapat melintasi batas 

yurisdiksi suatu negara. Hal ini terjadi dalam perjanjian perdagangan 

internasional di mana para pihak berasal dari negara yang berbeda. Dalam 

kasus seperti ini, akibat hukum perjanjian tidak hanya tunduk pada 

KUHPerdata, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum perjanjian 

internasional. 

B. Tinjuan Umum Tentang Perjanjian Jual beli  

1. Pengertian perjanjian Jual Beli 

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual 

beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji 

menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai 

pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian 
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tersebut, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, 

yaitu:37 

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli.  

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada 

penjual.  

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang 

dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.38 Di dalam perjanjian itu 

pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada 

pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 

membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.39 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, jual beli adalah suatu persetujuan 

dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang 

dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.40 

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan 

bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan 

dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan 

suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang 

yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.41  

 
37 M. Yahya Harahap, 2006, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm181. 
38 Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, hlm. 49. 
39 Ibid 
40 Wirdjono Projodikoro, 2001, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 

Sumur, Bandung, hlm 17. 
41 R.M Suryodiningrat, 2006, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, hlm. 

14. 



47 

 

 

 

Unsur-Unsur Pokok Jual Beli Setelah menjelaskan mengenai 

pengertian jual beli, penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur 

pokok jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.  

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan 

harga.  

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan 

pembeli. 

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, 

dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga 

dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah 

lahir apabila kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang. Sifat 

konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:42 “Jual beli 

dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka 

mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini 

belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” 

2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli 

Perjanjian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian bernama dalam 

hukum perdata memiliki beberapa unsur penting yang menjadi syarat sah 

sekaligus ciri khasnya. Unsur-unsur ini perlu dipahami agar dapat 

membedakan perjanjian jual beli dengan jenis perjanjian lainnya, serta 

 
42 Prof.Subekti, 2005, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2. 
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untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. 

Adapun unsur-unsur dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut: 

1. adanya pihak-pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Penjual 

adalah pihak yang berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, 

sedangkan pembeli adalah pihak yang berkewajiban membayar harga 

atas barang tersebut. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum 

(cakap menurut hukum) untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata. 

2. adanya objek perjanjian berupa barang yang diperjualbelikan. Barang 

dalam perjanjian jual beli harus memenuhi syarat: dapat ditentukan 

jenisnya, dapat diperdagangkan, dan bukan merupakan barang yang 

dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan 

maupun ketertiban umum. Objek ini bisa berupa barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak. 

3. Adanya Harga sebagai Imbalan dalam perjanjian jual beli, harga 

merupakan unsur yang membedakan dengan perjanjian hibah atau tukar-

menukar. Harga harus jelas dan dapat ditentukan, baik dengan uang tunai 

maupun dengan nilai yang dapat diperkirakan dalam bentuk uang. 

Ketidakjelasan mengenai harga dapat menyebabkan perjanjian jual beli 

dianggap tidak sah. 

4. adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan 

harga. Kesepakatan ini harus lahir dari kehendak bebas, tanpa adanya 

cacat kehendak seperti penipuan, kekhilafan, paksaan, atau 



49 

 

 

 

penyalahgunaan keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 

KUHPerdata. 

5. Perjanjian jual beli harus memiliki tujuan yang halal, artinya objek yang 

diperjualbelikan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun 

ketertiban umum. Jual beli barang-barang terlarang seperti narkotika 

tanpa izin atau senjata api ilegal adalah contoh perjanjian yang batal 

demi hukum.  

6. sifat timbal baliknya. Penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada 

pembeli dalam kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan, sementara 

pembeli berkewajiban membayar harga barang tersebut. Unsur ini yang 

membedakan perjanjian jual beli dengan perjanjian sepihak seperti 

hibah. 

7. jual beli merupakan perjanjian konsensual, artinya sah sejak tercapainya 

kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum 

diserahkan atau harga belum dibayar. Namun, untuk objek tertentu 

seperti jual beli tanah dan bangunan, perjanjian harus dibuat dalam 

bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang (PPAT), sehingga 

bentuk perjanjian juga menjadi unsur yang menentukan keabsahan jual 

beli. 

3. Bentuk Perjanjian Jual Beli 

 Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling 

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, jual beli 

tidak selalu berjalan dengan lancar, melainkan dapat menimbulkan 
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permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Oleh 

karena itu, hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dalam 

perjanjian jual beli untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta 

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bentuk perlindungan dalam 

perjanjian jual beli dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan 

perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kerugian dengan memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu 

sebab yang halal. Dengan adanya syarat sah tersebut, para pihak dilindungi 

agar tidak terikat pada perjanjian yang cacat hukum. 

hukum juga memberikan perlindungan substantif yang meliputi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, Pasal 1457 KUHPerdata 

menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari ketentuan 

tersebut terlihat adanya keseimbangan antara hak pembeli untuk menerima 

barang dan hak penjual untuk menerima pembayaran. Perlindungan juga 

diwujudkan dalam bentuk jaminan terhadap objek perjanjian. Penjual 

memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari 

cacat tersembunyi maupun tuntutan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam 
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Pasal 1504 KUHPerdata. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan 

pembeli agar memperoleh barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. 

 hukum memberikan perlindungan terhadap penjual melalui kewajiban 

pembeli untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan dan pada waktu 

yang telah ditentukan. Apabila pembeli lalai, penjual berhak menuntut 

pembayaran atau bahkan membatalkan perjanjian dengan menuntut ganti 

rugi. Bentuk perlindungan lainnya tampak dalam asas kebebasan 

berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini 

memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, 

dan syarat-syarat perjanjian jual beli sepanjang tidak bertentangan dengan 

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, para 

pihak dilindungi untuk membuat kesepakatan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Selain perlindungan yang bersumber dari KUHPerdata, 

terdapat pula perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini 

memberikan perlindungan khusus kepada pembeli sebagai konsumen 

terhadap perbuatan curang, informasi yang menyesatkan, maupun barang 

yang tidak sesuai standar. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan jual beli 

tidak hanya sebatas pada perjanjian privat, tetapi juga menyangkut aspek 

kepentingan publik. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, bentuk 

perlindungan dalam perjanjian jual beli berfungsi untuk menjamin 

keseimbangan posisi hukum antara penjual dan pembeli, mencegah 

penyalahgunaan, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa 
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apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan ini menjadi penting agar praktik 

jual beli berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan asas kepastian 

hukum. 

C. Tinjuan Umum Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

 Wanprestasi merupakan istilah yang sangat penting dalam hukum 

perdata, khususnya dalam konteks pelaksanaan perjanjian. Secara 

sederhana, wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak 

dalam memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Kegagalan ini bisa berupa tidak 

melaksanakan kewajiban sama sekali, terlambat melaksanakan, atau 

melaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. dalam 

hubungan hukum kontraktual, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajibannya, maka terjadi wanprestasi. Hal ini menimbulkan kerugian 

bagi pihak lain yang berhak menerima prestasi tersebut. Oleh karena itu, 

wanprestasi menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut 

haknya melalui mekanisme hukum. Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, wanprestasi diatur dalam Pasal 

1238 hingga Pasal 1243. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum bagi 

kreditur untuk menuntut pelaksanaan kewajiban, pembatalan perjanjian, 

atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Wanprestasi 

tidak hanya terjadi karena tidak dilaksanakannya kewajiban, tetapi juga 
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dapat terjadi jika kewajiban dilaksanakan secara tidak sempurna. 

Misalnya, barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

telah disepakati, atau jasa yang diberikan tidak memenuhi standar kualitas 

yang dijanjikan. wanprestasi juga dapat berupa keterlambatan dalam 

pelaksanaan kewajiban. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, penjual 

terlambat menyerahkan barang sehingga pembeli mengalami kerugian. 

Keterlambatan ini juga termasuk dalam kategori wanprestasi yang dapat 

dituntut secara hukum. Akibat hukum dari wanprestasi sangat penting 

untuk dipahami oleh para pihak dalam perjanjian. Pihak yang dirugikan 

berhak menuntut pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian, menuntut 

pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi atas kerugian yang 

dialami. Tuntutan pelaksanaan kewajiban berarti pihak yang dirugikan 

meminta agar pihak yang wanprestasi segera melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan isi perjanjian. Jika pihak yang wanprestasi tetap tidak 

melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh 

upaya hukum lebih lanjut. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika 

wanprestasi dianggap cukup berat sehingga perjanjian tidak dapat 

dilanjutkan. Pembatalan ini bertujuan untuk mengakhiri hubungan hukum 

antara para pihak dan mengembalikan keadaan seperti semula. pihak yang 

dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun 

immateriil yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini bertujuan untuk 

mengkompensasi kerugian yang dialami agar pihak yang dirugikan tidak 

menderita kerugian lebih lanjut  
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 wanprestasi sering terjadi dalam berbagai jenis perjanjian, seperti 

perjanjian jual beli, sewa menyewa, kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang wanprestasi sangat penting bagi para pelaku usaha 

dan masyarakat umum agar dapat melindungi hak-haknya. Selain aspek 

hukum, wanprestasi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi. 

Wanprestasi dapat menimbulkan ketidakpercayaan antar pihak dan 

mengganggu kelancaran hubungan bisnis. Oleh karena itu, penyelesaian 

wanprestasi harus dilakukan secara adil dan proporsional. Pencegahan 

wanprestasi dapat dilakukan dengan membuat perjanjian yang jelas dan 

rinci, serta dengan komunikasi yang baik antara para pihak. Hal ini dapat 

meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi dan sengketa hukum di 

kemudian hari. Dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat diselesaikan 

melalui jalur alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Cara ini sering dipilih 

karena lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antar pihak 

dibandingkan dengan proses pengadilan. secara keseluruhan, wanprestasi 

merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kontrak yang mengatur 

hak dan kewajiban para pihak. Pemahaman yang baik tentang wanprestasi 

membantu para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan benar dan 

menyelesaikan sengketa secara efektif jika terjadi pelanggaran. 

2. Landasan Hukum Wanprestasi 

 Wanprestasi sebagai suatu konsep hukum yang mengatur 

kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian memiliki landasan 

hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Landasan hukum ini 
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memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya 

apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Landasan hukum utama 

wanprestasi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. Pasal-pasal 

yang mengatur wanprestasi dimulai dari Pasal 1238 hingga Pasal 1243 

KUHPerdata. Pasal-pasal ini mengatur hak dan kewajiban para pihak 

apabila terjadi wanprestasi, termasuk tuntutan pelaksanaan kewajiban, 

pembatalan perjanjian, dan ganti rugi. Pasal 1238 KUHPerdata 

menyatakan bahwa debitur wajib melaksanakan prestasi yang telah 

dijanjikan kepada kreditur. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, 

maka debitur dianggap wanprestasi dan bertanggung jawab atas kerugian 

yang timbul. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa apabila debitur 

tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat menuntut ganti rugi atas 

kerugian yang diderita akibat wanprestasi tersebut. Ganti rugi ini dapat 

mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Selain KUHPerdata, 

landasan hukum wanprestasi juga dapat ditemukan dalam peraturan 

perundang-undangan lain yang mengatur hubungan kontraktual khusus, 

seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yang memberikan perlindungan terhadap wanprestasi dalam 

hubungan konsumen dan pelaku usaha. penyelesaian wanprestasi juga 

dapat mengacu pada asas-asas hukum perdata, seperti asas itikad baik 

(good faith) dan asas keadilan. Asas itikad baik mengharuskan para pihak 

untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak 
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lain. dalam beberapa kasus, penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan 

melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, 

arbitrase, atau konsiliasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Landasan hukum wanprestasi ini penting untuk memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Dengan adanya aturan yang 

jelas, para pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta 

konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. 

3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi 

 Wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat merupakan suatu 

keadaan di mana salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, gagal 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Terjadinya 

wanprestasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat 

internal maupun eksternal. Salah satu penyebab utama wanprestasi adalah 

keterlambatan pengiriman barang oleh penjual. Dalam perjanjian jual beli 

cat, waktu pengiriman sering menjadi hal yang krusial, terutama jika cat 

tersebut dibutuhkan untuk proyek dengan jadwal ketat. Keterlambatan ini 

dapat disebabkan oleh masalah produksi, logistik, atau kesalahan 

manajemen. Selain keterlambatan, ketidaksesuaian kualitas cat juga 

menjadi penyebab umum wanprestasi. Jika cat yang diserahkan tidak 

sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, misalnya warna, daya 

tutup, atau ketahanan cat yang berbeda, maka pembeli berhak menganggap 

penjual melakukan wanprestasi. 
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Penyebab lain adalah jumlah cat yang diserahkan tidak sesuai dengan yang 

tercantum dalam perjanjian. Misalnya, penjual hanya mengirim sebagian 

dari jumlah yang telah disepakati tanpa pemberitahuan atau persetujuan 

dari pembeli, sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Faktor 

kesalahan administrasi atau komunikasi juga dapat menyebabkan 

wanprestasi. Misalnya, adanya kesalahan dalam penulisan kontrak, salah 

paham mengenai spesifikasi produk, atau kurangnya koordinasi antara 

pihak penjual dan pembeli. kondisi keuangan penjual atau pembeli yang 

tidak stabil dapat menjadi penyebab wanprestasi. Penjual yang mengalami 

kesulitan keuangan mungkin tidak mampu memproduksi atau 

mengirimkan cat sesuai jadwal, sementara pembeli yang mengalami 

masalah keuangan mungkin gagal melakukan pembayaran tepat waktu. 

Faktor eksternal seperti bencana alam, gangguan transportasi, atau 

kebijakan pemerintah juga dapat menyebabkan wanprestasi. Misalnya, 

adanya pembatasan distribusi akibat pandemi atau bencana alam yang 

menghambat pengiriman cat. 

 Ketidaksiapan teknis dari pihak penjual, seperti mesin produksi 

yang rusak atau kekurangan bahan baku, juga dapat menyebabkan 

keterlambatan atau ketidaksesuaian produk sehingga terjadi wanprestasi. 

Dari sisi pembeli, wanprestasi dapat terjadi jika pembeli tidak melakukan 

pembayaran sesuai waktu yang disepakati atau menolak menerima barang 

tanpa alasan yang sah. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap isi 

perjanjian jual beli. Kurangnya pemahaman atau ketidaktelitian dalam 
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membaca dan memahami isi perjanjian juga dapat menjadi penyebab 

wanprestasi. Pihak yang tidak memahami kewajibannya dengan baik 

mungkin secara tidak sengaja melakukan pelanggaran kontrak. perubahan 

kondisi pasar atau harga bahan baku yang drastis dapat mempengaruhi 

kemampuan penjual untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, 

sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi. Faktor manusia seperti 

kesalahan atau kelalaian karyawan dalam proses produksi, pengemasan, 

atau pengiriman juga dapat menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian 

jual beli cat. Ketidaksesuaian standar mutu yang diterapkan oleh penjual 

dengan standar yang diharapkan pembeli juga menjadi penyebab 

wanprestasi. Misalnya, cat yang diserahkan tidak memenuhi standar 

keamanan atau lingkungan yang disyaratkan.  

 Dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat terjadi karena perubahan 

kebijakan internal perusahaan yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak, 

kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan perjanjian dari 

kedua belah pihak dapat menyebabkan wanprestasi tidak terdeteksi sejak 

awal sehingga berujung pada sengketa. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Cat PT Avian 

Cat merupakan salah satu produk yang dibutuhkan konsumen untuk 

pengecatan dinding rumah. Karena itu produsen memproduksi cat yang 

berkualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen agar konsumen 

merasa puas. Setiap perusahaan harus mampu menjaga hubungan erat dengan 

karyawan, perlu komunikasi yang baik dengan perencanaan produksi dan 

bagian pemasaran yang memberikan saran serta informasi tentang kebutuhan 

konsumen dan permintaan pasar akan mempengaruhi kinerja perusahaan 

dalam memebrikan kepuasan kepada konsumen. Harga jual produk dari suatu 

perusahaan yang menentukan untuk membeli tidaknya produk yang 

ditawarkan. Selain itu juga harga produk juga menentukan tingkat penjualan 

sekaligus dapat dijadikan tolak ukur laku tidaknya suatu barang yang 

dipasarkan.  

Aktivitas menjual merupakan faktor terpenting dalam suatu kegiatan 

perdagangan karena penjualan merupakan aktifitas yang menjadi ujung 

tombak apakah perusahaan berjalan dengan lancar dan mendapatkan 

keuntungan atau sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi penjualan yaitu 

Produk, harga, distribusi dan pesaing merupakan variabel variabel yang 

mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk menggunakan produk yang 

ditawarkan, semakin banyak perusahaan–perusahaan sejenis menawarkan 
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jenis–jenis produk dengan berbagai alternatif yang dapat dipertimbangkan 

oleh industri maka kondisi ini harus diperhatikan oleh perusahaan.  

Pengembangan produk yang bervariatif dengan jaminan mutu 

kualitasnya, membuat harapan terhadap minat konsumen untuk 

mengkonsumsinya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup para konsumen. 

Keputusan membeli merupakan proses konsumen dalam memilih dan 

mengevaluasi produk dari berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan yang 

ingin dicapai konsumen. Dengan demikian konsumen dapat memantapkan 

untuk membeli setelah mengetahui kualitas produk yang diminati, kesesuaian 

produk berdasarkan keinginan dan kebutuhan, kelengkapan produk dan 

kesesuaian harga. 

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu 

disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual 

membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian 

seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdata, mulai pasal 1457 sampai 

dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-

undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-

syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.1 

Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat 

mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, 

atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus 

berdasar pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada umumnya, dan 
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khususnya perjanjian jual-beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang 

undang. Meskipun dalam undang undang telah ditetapkan tentang syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi,akan tetapi dalam praktek 

kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut 

aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang 

atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam 

pasal 1320 KUHPerdata, atau setidak-tidaknya menyimpang dari asas yang 

terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (3). 

Lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka 

sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (pasal 1338 ayat 1 

KUHPerdata). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari 

perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli. 

Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu 

perjanjian jual ± beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya 

sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian 

yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan 

dari pihak lain. Itulah sebabnya, undang undang menetapkan berbagai sanksi 

yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. 

Namun demikian kadang-kadang timbul masalah atau kesulitan dalam 

menetapkan kapan sesungguhnya salah satu ppihak dapat dipandang telah 

wanprestasi. 

Seperti kita ketahui bahwa tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah 

terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat 
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dalam perjanjian itu. Yang di maksud prestasi di sini adalah sesuatu yang 

harus dipenuhi oleh Debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat di 

tuntut oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan sesuatu, 

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (1234 KUH.Perdata). 2 Jika 

sekiranya debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikannya, maka ia 

dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. lstilah wanprestasi berasal dari 

Bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban 

yang ditetapkan dalam perjanjian. Terhadap perjanjian jual-beli, pihak 

penjual berkewajiban memberikan atau menyerahkan barang yang dijualnya 

ke dalam pemilikan pembeli dengan menjamin kenikmatan tenteram atas 

pemakaian barang tersebut atau menjamin dari cacat tersembunyi. Sedang 

bagi pihak pembeli berkewajlban membayar harga barang tersebut. Apabila 

salah satu pihak tidak harga barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajiban tersebut, maka berarti telah wanprestasi atau ingkar 

janji. Dengan demikian dapat saja timbul suatu pertanyaan, yakni sejak kapan 

Debitur yang tidak memenuhi kewajiannya dapat di pandang wanprestasi atau 

menyimpan dari sahnya perjanjian? Untuk menjawab pertanyaan di atas, 

dapat diuraikan ketentuan pasal 1238 KUH.Perdata bahwa: Si berutang 

adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis 

itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah ditetapkan 

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan. Rumusan tersebut di atas dapat djelaskan bahwa apabila dalam 

suatu perjanjian jual-beli tidak ditetapkan waktu tertentu kapan debitur harus 
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memenuhi prestasi yang djanjikannya, maka debitur baru dapat dianggap fatal 

atau wanprestasi jika telah ditegur untuk memenuhi prestasi di maksud 

namun mengindahkannya. ia tidak Tegasnya debitur mulai dianggap fatal 

sejak Ia tidak mengindahkan teguran tersebut. Menurut Muhammad, 

Abdulkadir bahwa yang dimaksud peringatan atau teguran tertulis dalam 

pasal 1238 KUH Perdata adalah: Surat peringatan resmi dari Pengadilan. 

Biasanya peringatan (somasi) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari 

pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu. Jika 

menyilik pendapat Abdulkadir Muhammad, maka timbul kesan bahwa surat 

perintah teguran tentulis kepada Debitur baru dapat dijadikan dasar untuk 

menetapkan bahwa Debitur telah wanprestasi apabila surat perintah atau 

teguran itu disampaikan melalui Pengadilan. Jika hal demikian, berarti 

seorang debitur belum dapat dipandang wanprestasi, kalau ternyata teguran 

tertulis disampaikan oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan atau tanpa 

perantaraan juru sita. 

Adanya   peningkatan   pertumbuhan   masyarakat   di   era   industri   

menyebabkan   berkembangnya  infrastruktur  yang  sangat  pesat  dan  

persaingan  usaha  sangat  ketat,  sehingga    banyak    perusahaan-perusahaan    

industri    yang    menawarkan    berbagai    kemudahan  dengan  melakukan  

suatu  cara  pembaruan  dalam  menentukan  strategi  untuk mempertahankan 

bisnis. Perjanjian pada umumnya dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian 

yang dilakukan secara tertulis  dan  perjanjian  yang  dilakukan  secara  lisan.  

Perjanjian  tertulis  (tidak  baku)  dianggap  sah  selayaknya  perjanjian  yang  
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dibuat  secara  tertulis  karena  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  sama sekali 

tidak mengatur dan mewajibkan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, 

sehingga perjanjian  tertulis  (tidak  baku)  juga  mengikat  secara  hukum.  

Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan 

bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dnegan sepakat kedua belah pihak, oleh karena alasan-alasan 

yang oleh Undang-Undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu”.  Terkait  dengan  

perjanjian  jual  beli,  Jual  beli  menurut Subekti adalah inti dari kegiatan 

perdagangan barang dan jasa, dari aktifitas tersebut menimbulkan perikatan 

antara para pihak (antara pembeli dan penjual) dengan adanya kegiatan 

tersebut  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhannya.   

Suatu  perjanjian  jual  beli  yang  sah  lahir  apabila kedua belah pihak 

setuju dengan harga dan barang.43 Perjanjian harus memenuhi syarat sah, 

yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka 

suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak 

yang membuatnya, namun tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat 

secara tertulis.44 

 
43 R.Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995. hlm. 2 
44 Suharnoko. Hukum Perjanjian (Teori Dan Analisa Kasus). Jakarta: Prenada Media. 2004. Hal. 1 
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Dalam  kehidupan  sehari-hari  kegiatan  masyarakat  selalu  

berhubungan  dengan  perjanjian,  kesepakatan  dan  kesepahaman  baik  

dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis.  Saat ini warga masyarakat wajib 

mengetahui terutama dalam membuat suatu perjanjian, kesepakatan,  agar  

perjanjian  yang  dibuat  dapat  berjalan  aman  dan  sesuai  dengan  hukum 

yang berlaku sehingga tidak terperosok ke dalam perangkap hukum yang 

dapat merugikan  diri  sendiri,  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  perjanjian  

serta  pihak  ketiga.  Perjanjian  adalah  hubungan  hukum  antara  subjek  

hukum  yang  satu  dengan  subjek  hukum yang lain dalam bidang harta 

kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu 

juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya 

sesuai dengan yang telah disepakatinya.45 Hukum  perjanjian  termasuk  

bidang  yang  rumit  dan  dalam  penerapannya  perlu  kehati-hatian yang 

mendalam. Hal ini erat kaitannya dengan rumusan Pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata yang menyebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  

Pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata telah menjelaskan 

secara jelas apapun perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka isi perjanjian 

tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakannya karena isi  perjanjian  

tersebut  merupakan  Undang-undang  bagi  pihak  yang  menyepakatinya  

selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 

KUHperdata telah  terpenuhi.  Adapun  syarat  sah  perjanjian  yang  ada  di  
 

45 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 
27. 
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Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Sepakat mereka 

yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Mengenai 

suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. 

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli bisa terjadi dalam berbagai 

bentuk, seperti penyerahan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, 

keterlambatan pengiriman, atau ketidakmampuan pembeli untuk melakukan 

pembayaran tepat waktu. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi 

kerugian bagi pihak yang dirugikan, sehingga memerlukan penyelesaian yang 

adil dan efektif. Penyelesaian wanprestasi dalam konteks hukum perjanjian 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan 

untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. 

Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian wanprestasi tidak selalu 

berjalan mulus. Kompleksitas kasus, interpretasi hukum yang beragam, dan 

prosedur yang panjang seringkali menjadi hambatan dalam mencapai resolusi 

yang memuaskan. 

Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, yang merujuk 

pada ketidakmampuan atau kelalaian seorang debitur dalam memenuhi 

kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian. Menurut pasal tersebut, 

jika seorang debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, masih 

tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut 

sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena batas waktu yang telah 

terlampaui, maka debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam 
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hal ini, debitur berkewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, 

dan bunga yang timbul akibat ketidakpenuhian perikatan tersebut. 

Konsekuensi dari wanprestasi ini penting dalam konteks kepastian hukum 

dalam perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa ketika 

wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan kompensasi atas biaya, 

kerugian, dan bunga yang muncul akibat ketidakpenuhian perikatan. Hal ini 

menggarisbawahi pentingnya mematuhi kewajiban yang telah disepakati 

dalam suatu perjanjian. Dalam kasus di mana pemenuhan kewajiban tidak 

dapat dilakukan lagi karena batas waktu yang telah lewat, wanprestasi 

menjadi tidak terelakkan, dan debitur harus bertanggung jawab atas 

konsekuensinya. 

Perjanjian jual beli barang menjadi pilar utama dalam aktivitas 

ekonomi masyarakat saat ini. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

maupun kepentingan bisnis, perjanjian ini menjadi fondasi bagi berbagai 

transaksi perdagangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai laba atau 

keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan. Dalam praktiknya, 

pelaksanaan perjanjian jual beli dapat sangat bervariasi. Meskipun demikian, 

ada banyak contoh di mana perjanjian jual beli dilakukan dengan sukses oleh 

kedua belah pihak. Kesepakatan yang baik dan dilaksanakan dengan itikad 

baik akan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, memperkuat 

hubungan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka. Namun, 

dalam sejumlah kasus, pelaksanaan perjanjian jual beli tidak berjalan sesuai 

harapan. Misalnya, terjadi perselisihan terkait kualitas barang, harga yang 
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tidak sesuai, atau keterlambatan pengiriman. Ketidaksepakatan semacam itu 

dapat mengganggu hubungan antara penjual dan pembeli, bahkan berpotensi 

merugikan satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi para 

pihak untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian telah 

dipertimbangkan dengan cermat sebelum kesepakatan dicapai. Dalam 

menghadapi situasi di mana perjanjian jual beli tidak terpenuhi sepenuhnya, 

penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan jelas dan 

mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan.  

Langkah-langkah seperti negosiasi ulang, pengembalian barang, atau 

penggantian rugi dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

perselisihan. Selain itu, kesediaan untuk bekerja sama dan menempatkan 

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dapat membantu 

memperbaiki hubungan antarpihak dan menjaga integritas bisnis mereka di 

masa depan.. Namun, keberhasilan perjanjian jual beli tidak hanya 

bergantung pada kesepakatan awal, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat 

dan konsisten dari hak dan kewajiban yang telah disetujui, memastikan bahwa 

kedua belah pihak mematuhi ketentuan yang ada untuk menghindari konflik 

dan meningkatkan kepercayaan dalam bisnis. Namun, terdapat juga banyak 

pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan berbagai motif dan alasan 

dalam membuat perjanjian jual beli, sehingga perjanjian yang telah disepakati 

tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi. Motif-motif ini bisa beragam, mulai 

dari niat untuk menipu, hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban 

yang telah disepakati karena alasan tertentu.  
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Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan karena perjanjian yang 

seharusnya memberikan keuntungan malah berakhir dengan kerugian atau 

perselisihan. Dalam hal ini, pentingnya mekanisme hukum dan penyelesaian 

sengketa menjadi sangat relevan. Ketika pihak-pihak dalam perjanjian jual 

beli gagal memenuhi kewajiban mereka, hukum harus dapat memberikan 

solusi yang adil dan efektif. Penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan 

atau alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Dengan adanya kerangka hukum 

yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan 

bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli dapat berjalan dengan lebih baik dan 

adil, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan mendorong 

kepercayaan dalam transaksi bisnis. 

Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan perjanjian jual beli cat, penulis 

sajikan bagan berikut: 

 

 

 

 

B. Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli 

Cat PT Avian 

Wanprestasi adalah suatu kedaan yang dikarenakan kelalaian atau 

kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah di 

tentukan dalam perjanjian. Pasal 1458 KUHPerdata selanjutnya menyatakan 

bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika 

Pra Kontraktual Kontraktual Post Kontraktual 

Negosiasi Tanda Tangan 

Perjanjian 

Pemenuhan Prestasi 

dan Upaya Hukum 
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setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 

harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya 

belum dibayar.46 

Pasal 1557 KUHPerdata berbunyi: 

Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu 

tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia 

berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal 

gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik. 

Adapun upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian 

jual beli cat Avian yaitu:  

a. Melakukan Musyawarah  

b. Memberikan Jangka Waktu Lebih Kepada Pihak Pembeli Untuk 

Melakukan Angsuran Terhadap Pembayaran Harga Cat  

c. Pihak penjual mengganti kerugian pembeli  

d. Tanpa Ada Penyelesaian  

Pihak pembeli yang melakukan wanprestasi cenderung tidak akan 

melakukan prestasi bahkan tidak pernah sama sekali mendatangi pihak 

penjual guna membayar harga pembelian cat air. Ketika penjual 

mendatangi pihak pembeli, pihak pembeli tidak memperlakukannya 

dengan baik yaitu dengan tidak merespon niat baik dari penjual yang 

merasa dirugikan. Pembeli yang melakukan wanprestasi menganggap 

 
46 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 
Cet. Ke 41, 2014, hlm. 366 
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bahwa penjual tidak sama sekali mengalami kerugian jika hanya dirinya 

yang melakukan wanprestasi. 

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) didefinisikan: “sebagai 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang tercermin dalam 

suatu objek yang ditetapkan sebagai jasa. Pada saat yang sama ditegaskan 

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa, semua 

perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum maupun norma menjadi 

undang-undang bagi mereka yang membuat atau menjanjikannya, karena 

siapa yang menandatangani perjanjian itu terikat untuk melaksanakan 

perjanjian itu, karena perjanjian itu mengandung janji-janji atau prestasi-

prestasi yang harus dipenuhi, dan janji-janji itu mengikat para pihak sebagai 

hukum yang mengikat.47  

Apabila pihak lain ingkar atau mengingkari janjinya karena 

kesalahannya, maka ia telah melakukan perbuatan yang disebut dengan 

wanprestasi yang memiliki definisi sebagai sebuah keadaan dimana debitur 

tidak melakukan apa yang dijanjikan karena kesalahannya baik yang berupa 

lalai, alpa, kesengajaan, ingkar janji atau kalimat sederhananya, wanprestasi 

merupakan keadaan dimana debitur tidak melakukan pemenuhan atau berbuat 

 
47 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 
halaman 4-5 
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sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.48 Secara teori para pihak dapat 

dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah memenuhi salah satu 

atau beberapa diantara berikut yakni: Pertama, sama sekali tidak memenuhi 

prestasi. Kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Ketiga, terlambat 

memenuhi prestasi. Keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang 

untuk dilakukan.49 

Sebenarnya unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli adalah 

barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai 

hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada 

detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah 

pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual 

beli yang sah di antara kedua belah pihak tersebut. Sifat konsensual dari jual 

beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual 

beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka 

mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar”.50  

Pada transaksi jual beli juga berlaku hak dan kewajiban antara penjual 

dan pembeli yang pada intinya penjual memiliki kewajiban untuk 

menyerahkan barang kesepakatan sesuai dengan dalam jual beli tersebut 

sedangkan haknya yaitu untuk menerima pembayaran-pembayaran sesuai 

dengan perjanjian jual beli yang telah mereka buat. Dalam jual beli juga tidak 

 
48 Subekti (II). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. 2022, halaman 45 
49 Ahmadi Miru, Op. cit., halaman 74 
50 R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 
42. 
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terlepas dari resiko resiko yaitu tidak dipenuhinya unsur-unsur dalam 

perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak misalnya dalam suatu 

jual beli bisa saja salah satu pihak melakukan tindakan tindakan yang 

merugikan pihak lainnya sehingga dapat dikategorikan telah melakukan 

wanprestasi atau cidera-janji dalam kegiatan jual beli tersebut.51 Dalam kasus 

di atas sebenarnya pihak penjual masih memiliki hak atau kekuasaan untuk 

membeli kembali barang yang telah dijualnya (“recht van wederinkoop”, 

right to repurchase”). Hak ini berasal dari komitmen yang memperbolehkan 

penjual untuk mengambil kembali barang yang dijual dengan mengembalikan 

harga pembelian yang diterima, beserta semua biaya yang dikeluarkan oleh 

pembeli untuk perolehan dan pengiriman barang selama transaksi 

penjualan..52 Dalam transaksi penjualan, hak beriklan berlaku, serupa dengan 

hak membeli kembali, di mana penjual memiliki wewenang untuk 

membatalkan perjanjian jual beli di luar pengadilan. Barang yang telah 

diperoleh dan dikirimkan kepada pelanggan hanya dapat dikembalikan 

melalui pembatalan jual beli oleh pembeli; namun, dapatkah penjual secara 

praktis menggunakan hak beriklan kepada pembeli sesuai 

kebijaksanaannya?.53 

Penjualan dengan hak beli kembali didefinisikan sebagai berikut: 

"Kewenangan untuk memperoleh kembali barang yang dijual bersumber dari 

suatu janji yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut kembali 

 
51 Hartono Hadisuprapto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, 
Yogyakarta, 1984, hal. 17. 
52 Ibid, hal. 18 
53 Sunarjati Hartono, Mencari bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1977, hal. 
50 
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barang yang dijual tersebut dengan mengembalikan harga pembelian semula 

beserta ganti rugi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1532 KUH Perdata." 

Lebih lanjut, Pasal 1532 KUH Perdata menetapkan bahwa penjual yang 

menggunakan janji beli kembali tidak hanya diwajibkan untuk 

mengembalikan seluruh harga pembelian semula, tetapi juga untuk mengganti 

semua biaya hukum yang berkaitan dengan pengadaan, perolehan, dan 

pengiriman barang, di samping biaya-biaya yang diperlukan untuk perbaikan 

dan biaya-biaya yang meningkatkan nilai barang yang dijual, yang sesuai 

dengan jumlah tambahan tersebut. Penjual tidak dapat memperoleh hak asuh 

atas barang yang dibeli kembali tanpa memenuhi semua kewajiban ini. 

Apabila penjual menuntut kembali barang-barang tersebut karena janji 

beli kembali, barang-barang tersebut harus dikembalikan tanpa pembebanan 

atau hipotek apa pun yang dibebankan oleh pembeli; namun, penjual wajib 

untuk menghormati perjanjian sewa yang telah ditetapkan oleh pembeli 

dengan itikad baik. Pasal 1519 KUH Perdata mengizinkan penjual untuk 

membuat perjanjian yang memberinya hak untuk membeli kembali barang 

yang telah dijual. Komitmen tersebut harus dibuat pada saat perjanjian jual 

beli ditandatangani. Oleh karena itu, hak untuk membeli kembali merupakan 

syarat dalam perjanjian jual beli. Asas hukum yang mengatur perjanjian jual 

beli adalah kebebasan, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata, yang menegaskan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat." Hal ini 

menunjukkan bahwa tanpa adanya Pasal 1519 KUH Perdata, penjual 
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diperbolehkan untuk melakukan perjanjian pembelian kembali. Wirjono 

Prodjodikoro menegaskan bahwa jika janji tersebut akan dibuat kemudian 

antara penjual dan pembeli, terdapat potensi bahwa penjual tidak dapat 

mengambil kembali barang tersebut, karena ia hanya memiliki hak-hak yang 

dapat ditawar.54  

Perjanjian jual beli yang memuat hak beli kembali selama jangka 

waktu yang ditentukan melarang penjual mengalihkan barang kepada pihak 

lain, karena penjual tidak berkewajiban mengembalikan barang tersebut 

kapan pun. Meskipun demikian, meskipun ia mengalihkan barang kepada 

orang lain, penjual tetap memiliki hak untuk membeli kembali barang 

tersebut dari pembeli berikutnya. Pasal 1523 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menjelaskan bahwa penjual tetap memiliki hak untuk menuntut 

kembali barang tersebut, meskipun telah dijual kepada pihak ketiga. Pasal 

1523 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa "Penjual 

barang tidak bergerak yang telah mengajukan perjanjian beli kembali dapat 

menuntut haknya terhadap pembeli berikutnya, terlepas dari apakah 

perjanjian tersebut menyebutkan janji tersebut.".55 

Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak memengaruhi upaya 

hukum yang berlaku. Pelaksanaan perjanjian dapat ditolak jika salah satu 

pihak telah melakukan kesalahan yang menyebabkan pelaksanaannya tidak 

adil. Jika suatu kesalahan menyebabkan isi perjanjian tertulis keliru 

menggambarkan perjanjian lisan para pihak, pengadilan dapat, atas 

 
54 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1977, hal. 11 
55 Ibid, hal. 20. 
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kebijakannya sendiri, mengubah dokumen tersebut agar mencerminkan 

ketentuan yang disepakati..56  

Ketidakakuratan tersebut harus diakui oleh pihak lain, atau harus jelas 

bahwa pihak lain tersebut terlibat dengan seseorang yang keliru. Jika pihak 

lain tidak menyadari atau tidak dapat memastikan bahwa mereka terlibat 

dengan seseorang yang keliru, maka tidak adil untuk membatalkan perjanjian 

tersebut. Kegiatan penipuan dalam masyarakat umumnya disebut sebagai 

kecurangan, penipuan, atau tipu daya, yang semuanya bertujuan untuk 

menyesatkan pihak lain, yang memungkinkan pelaku untuk mendapatkan 

keuntungan dari penipuan tersebut. Penipuan terjadi ketika satu pihak dengan 

sengaja memberikan informasi palsu atau tidak akurat, disertai dengan tipu 

daya, untuk membujuk pihak lain agar memberikan persetujuan. Pihak yang 

menipu dengan sengaja berusaha menjebak pihak lain, seperti dengan 

mengubah merek mobil dan memalsukan nomor mesin. Yurisprudensi 

menunjukkan bahwa kepalsuan tunggal merupakan serangkaian tipu daya 

atau tindakan tipu daya, sebagaimana dicontohkan oleh penjual mobil yang 

disebutkan di atas.57  

Penyelesaian suatu perjanjian mengikuti negosiasi di mana satu pihak 

menyampaikan pernyataan faktual yang bertujuan untuk membujuk pihak lain 

agar menyetujui perjanjian tersebut. Jika pernyataan tersebut salah atau 

menipu, maka dianggap sebagai penipuan. Perilaku penipuan atau 

menyesatkan digambarkan sebagai pernyataan faktual yang dibuat oleh satu 

 
56 Abdul Kadil Muhammad, Op. Cit, hal. 119. 
57 R. Subekti, Op. Cit, hal. 24. 
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pihak kepada pihak lain sebelum penandatanganan suatu perjanjian, yang 

bertujuan untuk memengaruhi pihak tersebut agar menerima pernyataan 

tersebut. Pernyataan tersebut harus diartikulasikan dengan sengaja dan efektif 

meyakinkan pihak lawan untuk menyetujui perjanjian, namun pernyataan itu 

sendiri harus salah atau menipu. Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata menetapkan bahwa penipuan merupakan dasar untuk membatalkan 

suatu perjanjian jika penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terbukti dan 

tidak dapat disangkal, yang menunjukkan bahwa pihak lain tidak akan 

menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya penipuan tersebut. Penipuan 

tidak dapat diduga dan harus dibuktikan. Konsep dasar perdagangan adalah 

transparansi penjual atas kondisi barang, yang mencakup penyediaan 

informasi yang komprehensif dan tidak ambigu tentang kondisi barang, 

termasuk cacat apa pun. Ini adalah prinsip etika yang harus diperhatikan 

dalam bertransaksi. Transparansi menumbuhkan kepercayaan, yang 

merupakan landasan hubungan komersial yang saling menguntungkan. 

Meskipun perlindungan pembeli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, koordinasi dan komunikasi yang baik antara penjual 

dan pembeli membangun fondasi yang lebih kokoh untuk mencegah konflik 

dan membina pengalaman transaksi yang positif bagi semua pihak yang 

terlibat. Akibatnya, mematuhi nilai-nilai ini akan membangun fondasi yang 

kokoh bagi integritas dalam dunia perdagangan. Subekti menegaskan bahwa 

penjual memiliki dua kewajiban: mengalihkan kepemilikan suatu objek 

pasca-transaksi. Lebih lanjut, penjual bertanggung jawab atas cacat 
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tersembunyi apa pun pada produk pasca-transaksi. Terdapat banyak kategori 

kontrak. Beberapa ahli hukum membedakannya berdasarkan kewajiban, 

sumber hukum, nomenklatur, dan kriteria lainnya.Ini adalah klasifikasi jenis 

kontrak berdasarkan asal hukumnya. Mertokusumo mengkategorikan 

perjanjian menjadi lima jenis yang berbeda: 

a) Kontrak yang timbul dari aset berwujud, yang menandakan pengalihan 

properti dari penguasaan hukum menjadi kepemilikan. 

b) Kontrak yang timbul dari hukum kekeluargaan. Contoh dari perjanjian 

ini adalah perkawinan. 

 

c) Kontrak yang bersifat wajib. Ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut 

dapat menimbulkan kewajiban. 

d) Kontrak yang berasal dari hukum acara. Dapat juga disebut 

bewijsovereenkomst. 

Perjanjian yang timbul dari hukum publik. 

Pelaksanaan perjanjian transaksi berdasarkan Pasal 1457 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata seringkali mengalami wanprestasi, yang 

ditandai dengan perbedaan antara kondisi barang yang dijanjikan dan yang 

diterima oleh konsumen. Ketidaksesuaian antara produk yang dipasarkan dan 

yang diserahkan kepada konsumen mengakibatkan kerugian bagi pembeli. 

Indikator kerugian ini menandakan bahwa kerugian tersebut tidak hanya 

mencakup dimensi finansial tetapi juga keselamatan dan kesehatan pembeli 

atau klien. Wanprestasi diklasifikasikan menjadi tiga kategori: wanprestasi 
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total; wanprestasi yang telah dipenuhi tetapi tertunda atau tidak sesuai dengan 

perjanjian; dan wanprestasi yang telah dipenuhi tetapi tidak dilaksanakan 

secara memadai. Konsumen atau pembeli dapat mengajukan gugatan hukum 

terhadap vendor dengan tujuan: penegakan hak sesuai perjanjian; penegakan 

perjanjian yang telah diubah dengan kompensasi bagi pembeli; restitusi atas 

kerugian konsumen; pelaksanaan perjanjian dengan kompensasi kerugian; 

dan pembatalan perjanjian dengan kompensasi kerugian konsumen. Penelitian 

ini membahas topik perlindungan hukum bagi konsumen selama bertransaksi. 

Seluruh kegiatan komersial di Indonesia rentan terhadap risiko 

penyalahgunaan atau eksploitasi perjanjian bisnis, terutama yang berkaitan 

dengan transaksi penjualan yang melibatkan dua pihak dan hanya satu barang 

yang dipertukarkan. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial dan 

psikologis yang signifikan jika terlibat dalam transaksi yang melanggar 

kewajiban kontraktual. Individu yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat 

mengalami kerugian, dan negara juga dapat mengalami kerugian finansial 

karena tidak adanya penerimaan pajak dari transaksi jual beli yang prospektif. 

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan, 

mengabaikan, atau tidak mengindahkan tanggung jawab yang tercantum 

dalam perjanjian antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur). Wanprestasi 

dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan 

kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Ahmadi 

Miru mendefinisikan wanprestasi sebagai suatu tindakan.:  

1. Sama sekali tidak memenuhi semua prestasi  



80 

 

 

 

2. Ketidak sempurnaan tiap melakukan prestasi.  

3. Terlambat memenuhi prestasi.  

4. bertindak seperti tidak seharusnya melanggar perjanjian.  

Wanprestasi mengacu pada kegagalan memenuhi tanggung jawab 

yang tercantum dalam perjanjian, yang menunjukkan bahwa komitmen 

tersebut tetap tidak terpenuhi. Hal ini terjadi akibat dua faktor: 

1. Kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja oleh debitur. 

2. Keadaan kahar yang menghalangi debitur untuk memenuhi komitmennya. 

Dalam keadaan ini, debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau 

dituntut. 

 

Ada tiga tanda untuk menilai wanprestasi karena ketidakmampuan 

debitur untuk memenuhi kewajibannya. 

1. Ketika debitur sepenuhnya lalai memenuhi tanggung jawabnya. 

2. Ketika debitur melakukan kesalahan dalam melunasi utangnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa debitur telah memenuhi komitmennya, meskipun 

tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. 

3. Ketika debitur lalai memenuhi utangnya tepat waktu. Kondisi ini terjadi 

ketika debitur memenuhi kewajibannya tetapi melakukannya setelah batas 

waktu yang ditentukan, yang mengakibatkan kegagalan memenuhi 

komitmennya sebagaimana disepakati. 

Beberapa faktor yang mengatur perlindungan hukum konsumen, 

antara lain manfaat, keseimbangan, keadilan, keamanan, dan keseimbangan 
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hukum. Prinsip-prinsip ini penting bagi perlindungan konsumen, begitu pula 

konsep itikad baik dan kehati-hatian, yang vital dalam pembentukan 

perjanjian. 

Pelanggaran kontrak mengakibatkan empat akibat, yang meliputi:58  

4. Perikatannya Tetap Terjalin  

Kreditor dapat mengajukan klaim kepada debitur atas pemenuhan 

kewajiban yang belum terpenuhi jika debitur terlambat memenuhi 

kewajiban tersebut. Selain klaim pemenuhan kewajiban, kreditor berhak 

mengajukan klaim ganti rugi kepada debitur atas keterlambatan 

pemenuhan kewajiban. Kreditor akan mendapatkan keuntungan jika 

debitur memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan..  

5. Seorang debitur hanya membayarkan ganti dan rugi kepada pihak kreditur 

berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata  

6. Beban resiko beralih untuk kerugian bagi debitur Apabila halangan 

tersebut timbul setelah pihak debitur melakukan wanprestasi. Namun bila 

terdapat unsur kesengajaan maupun perbuatan salah dari kreditur, maka 

pihak debitur tidak diperkenankan untuk beralasan pada keadaan 

memaksa.  

7. Ketika perikatan terwujud dari perjanjian timbal balik, maka pihak kreditur 

diperbolehkan untuk melepaskakn diri dari kewajibannya dalam 

memberikan kontrak prestasi sesuai degan pasal 1266 KUH perdata. 

 
58 Alzamzami, Jefri.“Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Akibat Hukumnya 
Dalam Hal Terjadi Wanprestasi.” jurnal umy, 2.3 (2021): 238-258 
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Penyelesaian pelanggaran kontrak tidak terbatas pada litigasi; 

penyelesaian tersebut juga dapat dilakukan di luar sistem peradilan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Strategi-strategi ini dapat mencakup 

musyawarah untuk mencapai konsensus, mediasi, atau konsiliasi. Proses 

multi-tahap ini disebut sebagai penyelesaian non-litigasi. Strategi ini biasanya 

diterapkan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat 

tradisional. Kedua belah pihak yang bersengketa berupaya mencapai 

penyelesaian damai yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan melalui 

wacana.59 Terdapat dua alternatif non-litigasi untuk penyelesaian konflik. 

Alternatif ini berkaitan dengan negosiasi dan mediasi. Umumnya, pendekatan 

ini lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika muncul 

pertentangan kepentingan, yang mengakibatkan perselisihan. Prinsip 

musyawarah dan mufakat, yang umumnya dianut oleh masyarakat Indonesia, 

merupakan alasan utama seringnya strategi ini digunakan. Selain itu, litigasi 

membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan prosedur persidangan yang 

panjang.. 

Agar lebih jelasnya, upaya hukum penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian jual beli Cat PT Avian, penulis sajikan bagan berikut: 

 

 

 

 
59 Dewi, T., Penyelesaian Sengketa Non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata, Jurnal 
Analisis Hukum JAH, 5.1 (2022): 81-89 

Pra Kontraktual Kontraktual Post Kontraktual 

Negosiasi Tanda Tangan 

Perjanjian 

Penyelesaian dan 

Upaya Hukum 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli cat PT Avian mensyaratkan PT Avian 

memiliki kewajiban dan hak khusus yang harus dipenuhi. Dalam transaksi 

jual beli, hak dan tanggung jawab penjual dan pembeli berlaku. Penjual 

berkewajiban untuk menyerahkan barang-barang yang ditentukan 

sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli, sementara pembeli 

berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian. Salah 

satu kendala yang menghambat pelaksanaan perjanjian antara kedua belah 

pihak adalah tanggal pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang disepakati. 

2. Upaya hukum atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli cat PT Avian 

memerlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, termasuk penjual, 

pembeli, dan profesional hukum. Penjual harus cakap dalam 

melaksanakan perjanjian sehingga, jika terjadi perselisihan, kreditur dapat 

segera menyelesaikan masalah tersebut dengan pembeli, sehingga 

pembeli dapat dengan sengaja kembali memenuhi komitmennya dan 

menghindari wanprestasi.. 

B. Saran 

1. Bagi penjual sebaiknya membuat perjanjian jual beli secara tertulis yang 

dapat mengikat secara hukum (Pasal 1338 KUH Perdata). 
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2. Bagi pembeli sebaiknya mengetahui semua hak yang dimilikinya selama 

penjual belum mempergunakan haknya untuk membeli Kembali. 
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